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BABI
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Paham Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) merupakan paham kelslaman
yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin semenjak masa sahabat Rasul
SAW, hingga kini bahkan sampai kapanpun terutama bagi mereka yang
berkomitmen umtuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan konsisten
berpedoman pada petunjuk al-Qur’an dan sunnah Rasul SAW.

Pada dasarnva dapat dikatakan bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah secara
substantif telah ada sejak zaman sahabat, artinya paham akidah Ahlussunnah
wal Jama’ah itu tidak sepenuhnya seperti dirumuskan oleh Imam Abul Hasan
al-Asy’ari. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan al-Asy’ari adalah
menyusun doktrn paham akidah Ahlussunnah wal Jama’ah secara sistematis
sehingga menjadi pedoman atau madzhab resmi umat Islam.

Sesuai dengan kehadirannya, sebagai reaksi terhadap munculnya paham-
paham yang ada. Ahlussunnah wal Jama’ah adalah pemahaman yang berusaha
kembali kepada Islam sebagaimana dipraktekkan oleh para sahabat nabi,
tabi’in dan tabi'it tabi’in. Kebenaran keyakinan yang mereka miliki, telah
mereka kaitkan dengan firgah najiyah (kelompok yang selamat), yang
disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ditengah banyaknya kelompok yang
dianggap sesat. Xelompok yang selamat itu kemudian disebut Ahlussunnah

wal Jama’ah.



Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam pada masa ngbi
bersama sahabatnya kemudian di sebut a/ sunnah wal jama'ah, oleh karenanya
orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabatnya di sebut aflussunnah wal
Jjama'ah.

Oleh karena itu perlu di tekankan terlebih dahulu bahwa Ahlussunnah wal
jama'ah pada mulanya bukanlah sebuah mazhab ataupun firqoh, Aswaja
adalah sebuah manhaj al fikr (cara berfikir atau cara memahami nash dan
menafsirkannya) yang di gariskan oleh Nabi dan para sahabatnya.

Ajaran Ahlussynnah wal jama'ah meliputi pemahaman dalam bidang
akidah, fikih dan tasawwuf, karena ketiganya merupakan ajaran Islam yang
bersumber dari nash al-Qur’an maupun Hadist. Dengan demikian tidak benar
anggapan bahwa Ahlussunnah wal jama'ah hanya berkaitan dengan
pemahaman akidah saja.

Namun dalam perkembangannya, Ahlussunnah wal jama'ah haruslah di
pahami secara utuh; dan, .tidak, boleh sepotong-sepetong. dengan:artian
memahami aswaja melalui pendekatan doktrinal saja tidaklah cukup, akan
tetapi juga di sertai dengan pendekatan historis dan kulturalnya. Melalui
pendekatan doktrinal pada dasarnya hanya berkutat pada persoalan teologis
atau akidah Islam, tetapi pada tataran aplikasinya juga intens pada persoalan
kelslaman yang lajn seperti dimensi syari’ah, bahkan aspek budaya, politik,
dan social juga menjadi fokus kajian.

Pendekatan fistoris juga sangat di perlukan, karena Aswaja yang secara

konsep sangat terkait erat dengan akidah atau tauhid dan prinsip-prinsip
a



keimanan, tetapi wujud formulasi konseptualnya bisa berbeda. Hal im
dikarenakan Aswaja secara teoritis bersentuhan langsung dengan perjalanan
sgjarah umat Islam sejak Rasulullah SAW sampai sekarang.

Begitu juga de:}gan pendekatan kul/tural, dimana sgiring dengan kamajuan
bidarg keilmuan Isl.'am seperti halnya ilmu tafsir, ilmu hadist, nahwu, fiqih,
lfalan, tasawwuf serta Aiknu non syari’ah seperti filsafat, kedokteran, ilmu
alam, matematika, kimia dan lain sebagainya dengan melahirkan banyak para
aﬁli, tentunya juga berpengaruh terhadap corak pemahaman keagamaan. Hal
itu tidak bisa lepas dari pengaruh kultur lokal dan luar serta persentuhan antar
budaya yang ada.

Sehingga berbagai pemahaman dan multi interpretasi terhadap sunnah nabi
dan sahabatnya suli- untuk di pertemukan dalam sebuah persepsi apalagi untuk
di persatukan. Untak itu dibutuhkan adanya dialog serta kajian-kajian yang
fokus dan konsisten mengkaji letak perbedaan dan persamaanya. Karena
adanya, perbedaan perseasi dan pemahaman -dari  masing-masing -golengan
icbih dominan disebabkan faktor metodologis.

Munculnya Ahlussunnah wal jama'ah ini tidak serta merta terbentuk dalam
satu masa, akan tetapi melalui proses yang sangat papjang, melintasi banyak
wilayah giografis dan budaya yang beraneka ragam, bersentuhan dengan
berbagai macam peristiwa politik dan kemanusiaan, serta bersapaan dengan
perkembangan kermajuan keilmuan dan peradaban. Secara historis Aswaja

banyak di pengaru.‘hi oleh realitas sosio-kultural dan sosio-politik pada masa



itu, serta tidak bisa lepas dari pengaruh kultur bangsa arab tempat Islam
tumbuh can berkembang untuk pertama kalinya.

Bangsa arab yang terdiri dari kabilah dan suku-suku, telah melahirkan
karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik tersebut tidak jarang melahirkan
Prilaku-p:rilaku seperti kebiasaan mereka yang hidup secara badui, biadab,
gemar perang dan ’ain sebagainya. Karakteristik lain bangsa arab adalah tidak
bisa disztukan anfa: kabilah, labil, serta seringkali berprilaku yang bersifat
fatalistic '

Sedangkan di Indonesia, masuknya Aswaja sangat terkait erat dengan
masuknya agama ]lslam ke bumi nusantara ini, hanya saja sampai sekarang
masih terjadi perdebatan diantara para pakar mengenai kapan sebenarnya
Islam Aswaja masuk di Indonesia.

Menurut BJO, Schrieke [slam masuk ke Jawa semenjak tahun 1416 M,2
pada wezktu itu umat Islam sudah ada walaupun sangat jarang sekali dan
tempatnya erpisahqpisahs Kebanyakan wrat dslam; padarwaktudtu berprofesi
sebagai saudagar atau pegawai-pegawai dari kerajaan Majapahit di pelabuhan-
pelabuhan di pulau Jawa.’ Akan tetapi Da.am referensi lain di katakan bahya
Islam masuk ke Indonesia kurang lebih sexitar abad ke-7 tepatnya pada tahun
674 M pada masa pemerintahannya Ratu Sima. D1 katakan bahwa pada waktu

itu telah aca serombongan orang-orang Ta-shih (Arab) datang ke tanah Jawa,

! Imam Baihaqi, Kontroversi Aswaja, Cet I, (LKiS Jogajakarta, Tahun 2000) hal 5

? Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia
(Bandung, Al-Ma’arif, 1976) hal 262-263

> Aboebakar Atjeh, Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim Dan Karangan Tersiar.
(Jakarta. Panitian Buku Peringatan Alm KH.A. Wahid Hasyim, 1957) hal 3



yang kedatangan mereka di mungkinkan merupakan awal kedatangan Islam ke
J_awa.4

Sumber lain yang merupakan bantahan terhadap BJO, Schrieke adalah di
temukannya makap Fatimah Binti Maimun di Desa Leran Gresik yang
Perangka talun 10’82 M. pada waktu itu juga di Desa Tralaya Majapahit di
temukan banyak makm Islam dengan batu nisan yang menunjukkan angka
tahun 1369 M.’ pada waktu itu masa kejayaan majapahit di bawah
pemerintahan Hayam Wuruk. Hal itu menunjukkan bakwa pada pertengahan
abad 14 Islam di majapahit sudah bukan barang baru lagi, melainkan sudah
lama masuk disana.

Ada lagi yang rpenjelaskan bahwa Ma Huan seorang Tionghoa Islam yang
datang ke Majapahit pada tahun 1403, menyatakan bahwa penduduk kota
majapahit terdiri dari tiga golongan yaitu orang Islam yang datang dari barat,
orang-orang Tionghoa yang kebanyakan memeluk Islam dan selebihnya
adalahi brang:crangyang menyembatidberhata?’

Dari data-data di atas dapat di simpulkan bahwa sebenarnya pada abad ke
7, Ahlussunnah wal jama'ah telah masuk di Indonesia, namun Aswaja di sjni
bukanlah sebagai sebuah “aliran”, karena pada waktu itu pengertian Islam

sudah otomatis juga Ahlussunnah, dan pertumbuhap aliran Islam saat jtu

* Nugrohc dan Marwati, Sejarah Nasional Indonesia, Cet 11, (Jakarta. Balai Pustaka. Th
1984.) hal 180-181

* R, Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jilid MII, (Jogjakarta,
Kanisius, Tahun 1973) hal 45

® C.Geertz, Agama Di Jawa : Pertentangan Dan Perpaduannya dalam Roland Robenson,
Sosiologi Agama.( Surabaya. Aksara Persada 1996) hal 181



masih da am taraf awal sekali serta masih berkisar seal politik bukan pada
akidah.

Kemudian pada abad 11 sampai abad 14, disini diduga kuat bahwa warna
yang ada dalam Islam adalah beraliran Ahlussunnah wal jama'ah,’ dengan
alasan bahwa pada saat itu Ahlussunnah wal jama'ah sudah merambah di
Sumatera. Bahkan kerajaan Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1042 M
dengan rajanya yang bernama Mahmud Syah, merupakan penganut
Ahlussunnah wal jama'ah® Sedangkan Ahlussunnah wal jama'ah sendiri
secara politis (orapg-orangnya menjadi raja/penguasa) dan kultural (dianut
masyarakat) sudah bercokol disana selama satu abad.

Pada saat itu hubungan Pasai dengan Jawa adalah merupakan jalur
perdagangan yang bersambung dengan Sumatera dan merupakan jalur
penghubung menuju Maluku. Bandar-bandar sepanjang Pantai Utara Jawa
merupakan pangkalan, disitu pelaut-pelaut membeli bekal (tegasnya beras)
dad @i untuk -perjalenan yang lama :Sehuubangan dengan penyediaan bahgn:
bahan makanan, Bandar-bandar Jawa ternyata telah menjadi tempat
penimbunam perdagangan rempah-rempah. Disamping itu di Jawa juga

tersedia kapal-kapal niaga dengan daerah twjuan seberang laut.’

7 Bekas-bekas Syi’ah di Jawa, baru di ketemukan pada abad ke 16 yaitu berkaitan dengan
Syekh Siti Jenar

¥ Nama “Syah” mengingatkan akan Iran dan Syi’ah. Namun demikian Sultan Pasai
tersebut menganut Ahlussunnah wal jama'ah. Ini di dasarkan pada penuturan Prof. Hasyim yang
mendasarkan ciri pada penuturan sumber-sumber asli Aceh. Lihat, A Hasyim, Syi’ah...../bid hal
47 pemakaian gelar “Syah” itu tidak mustahil, sebab raja di Perlak sebelumnya (Syi’ah dan
Ahlussunnah) juga menggunakannya. Hal demikian merupakan pengaruh budaya.

° HH. De Graaf dan TH. Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa, Peralihan szn

Majapahit Ke «Aaiaram, (Jakarta, Graffiti Pers, 1986) hal 24-26



Berpi‘ak pada uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa proses
masuknya aliran Ahlussunnah wal jama'ah adalah lewat jalur perdagangz}n.
Para penyebar ajaran itu memang tidak menegaskan bahwa ajaran yang di
sampaikan itu adalah Ahlussunnah wal jamp'ah. Mereka cukup
memperkenalkan Islam, dan dalam upaya ini secara inherent Ahlussunnah wal
jama'ah sudah tersangkut. Sebab mereka dari asalnya menerima ajaran Islam
yang Ahlussunnah wal jama'ah.

Selanjutnya dari upaya penglslaman lewat jalur perdagangan itu, datanglah
muballigh Islam (yang kemudian di kenal dengan sebutan wali songo) dalam
rangka mremrantapkan kelslaman dan semakin mengembangkan Islam di tanah
jawa. Islam mulai intensif di sebarkan di tznah Jawa. Menurut kitab “zarikhul
auliya™ karangan KH. Bisri Mustafa pertama kali mubzlligh Islam yang mulai
menyebarkan agama Islam di Gresik bernara Maulana Malik Ibrahim,
menurut Aboe Baker Atjeh, Maulana Malk Ibrchim ini adalah saudagar dari
Gugdraty Indiac'?

Pendapzt Aboe Baker Atjeh agaknya di dasarkan pada batu nisan yang
menunjukkan motif Gujarat. Tetapi tulisan yang tertera di sebelah batu nisan
tersebut menunjukkan bahwa Maulana Malik Ibrohim berasal dari Iran. Dan
ternyata pendapat itu paling banyak pengikutinya. Namun demikian masih
banyak keraguan tentang daerah asal Mailana Malik.

Sebab tulisan batu nisan yang justru menerangkan asal-usul Maulana

Malik mengalami kerusakan. Muhammad Yamin, berdasarkan sisa-sisa tulisan

19 Aboebakar Atjeh, Sedjarah....Ibid hal 3



yang ada. berpendapat bahwa tulisan yang rusak itu berbunyi “Bi kasyan;”,
yang berarti Malik Ibrahim berasal C}an daerah Kasyan di Iran (Parsi). Tetapi
,Muhamtr_ad Yamin masih ragu, teercti dengan ungkadannya sendiri “ituppn
sekiranya bacaan Bj kasyani dapat di pertahankan”."!

Maulanz Malik Ibrohim datang ke Gresik adalah dalam rangka berdagang
s7mbi] menyiarkan agama Islam (sunni). Dengan demikian agama Islam mulai
tersiar di kalangax_} rakyat yang pada mwanya hanya terdapat di kota-kota
pelabuhan atau Pantai, tak lama kemudian penyiaran itu sambung
menymnbur g sampai ke daerah-daerah pedalaman Jawa.

Dalam misi penyiaran itu di gunakam upaya-upaya yang bijaksana, di
sesuaikam dengan perasaan dan cara hidup orang-orang yang ada pada waktu
itu. Sebao Islam mengakui adanya nilai-nilai yang positif yang mungkin sudah
ada dan tumbuh pada manusia atau kelompok manusia, sebelum mereka
menerin®m ajaran [slam. Terhadap kebudayaan lokal dan sikap hidup suatu
batigsa, uinkslamid ctidak uinbersikaplisildpriordi ac mefiolaky insmenentangb . «dan
menghapuskannya sama sekali, tetapi tersikap akomodatif, selektif dan
proporsional.

Inilah Islam yang di yakini oleh kaum Ahlussunnah wal jama'ah, sehingga
dalam memandang kebudayan lokal di berlakukan sikap; ada yang harus di
koreksi totzl, ada yang harus di koreksi sebagian, ada yang harus diisi dan di
tambah, dan ada pula yang di kokohkandan di sempurnakan, karena sebuah

kebudayaar bersifat ada yang negative dan ada yang pcsitif.

"' Syamsudduha, Mencari Jejak Sejarah Islam Di Jawa Timur Lewat Pembacaan Dua
Nisan Di Kabupagen Gresik,( Mimbabr Pembangunan Agama No.2- Dzuihijah 140 H/Agustus
1998)



Sebagai contoh adalah para muballigh pada waktu itu tidak segan-segan
menikah dengan wanita-wanita Jawa yang tentunya sudah di Islamkan terlebih
dahulu, menggunakan kesenian atau kebudayaan setempat seperti cerita-cerita
Islam yang ada dalefm wayang, gamelan dan lain-lain yang memang sengaja di
ciptakan oleh para muballigh Islam.

Di sampaing ity;l ada faktor lain yang ikut mempercepat proses penyebaran
Islam di Jawa, yaitu karena ajaran Islam menekankan prinsip ketauhidan
dalam system ketuhanannya, suatu prinsip yang secara tegas menekankan
ajaran untuk mempercayai Allah maha tunggal. Paca gilirannya ajaran jni
memberikan pegangan kuat bagi para pemeluknya untuk membebaskan diri
dari ikatan kekuatan apapun selain Allah. Ajaran tauhid ini menunjukkan
dimensi pembebasan manusia .dari kekuatan-kekuatan lain selain Allah.

Sebagas konsekwensi yang harus di terima dari ajaran tauhid ini, Islam
juga mengajarkan prinsip keadilan dan kesamaan dalam tata hubungan
masyarakat. Hall iniimerupakandsesuatu iyang bertentangan-secara diametral
dengan system hubungan kemasyarakatan pada waktu itu., yaitu system kasta
dariajaran indu. Dengan memilih Islam yang mempunyai ajaran-ajaran dasar
yang bersifat membebaskan ini, pada dasarnya mereka telah menempatkan qin'
pada suatu kehidupan keagamaan yang mempunyai azas persamaan,
kebebasan, dan keadilan. Islam menempatkan pada posisi yang terhormat, dan
bagi siapapun yang memeluk agama Islam, maka ia akan mempunyai
kedudukan yang sama di mata Allah, perbedaan mereka hanyalah di bedakan

oleh kadar ketagwaannya kepada-Nya.
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Lewat wadah pesantren yang didirikan para muballigh, para kader di didik
dan di bina secara pengetahuan keagamaan maupun faktor akidahnya,
sehihgga para alummi pesantren te;sebut nantinya akan ikut serta terlibat
menyiarkan agama Islam di kampung halaman masing-masing. Makanya
secara khusus dalam konteks pembicaraan Aswaja di jawa dapat dikatakan
bahwa pesantren me-upakan pusat penyebaran Aswaja.

Di akui atau tidek, doktrin Aswaja saat ini berhadapan dengan perubahan
masyarakat yang sangat cepat. Rumusan yang selama ini menjadi acuan bagi
mayoritas umat Islam dalam beragama-terutama kaum Nahdliyin- seakan
tidak mampu lagi mengakomodir perubahan yang terjadi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta informasi di era
global ini tidak mampu lagi di baca dalam kerangka rumusan doktrin lama ifu.
Kecenderungan pemahaman agama secara tradisional agaknya sudah kurang

mampu berbicara, semahaman secara tekstual tidak lagi memuaskan dan

-1 138

P

seidinydnyaug dipeglakain adalahl pemahamancyadglbsersifat keontekstizall
Reinierpretasi dokirin Aswaja sudah seharusnya di lakukan, salah satu cara
pemahaman ulang tersebut adalah dengan cara merujuk kembali sejarah awal
dari reformasi atau pembentukan doktrin ini. Karena dengan merujuk ke
sejarah awal, akan terlihat situasi kreatif masyarakat pertama dimana doktrin
itu diperbincangkan secara cerdas. Tampak sekali bahwa doktrin Aswaja
berwatak plural, tidak tunggal. Itu bisa di buktikan dengan sejarah lahimya
paham akidah Aswzja yang di lahirkan oleh dua tokoh Islam kenamaan yajtu

Imam Al-Asy’ari di Bashrah dan Imam Al-Maturidi di Samarkand.
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Secara umum di katakan bahwa temuan-temuan ilmu alam (fisika,
astrofisika, biologi biotekhnologi dan sebagainya) ilmu-ilmu  social
(psikologi, antropolegi, hukum, filsafat, dan sebagainya) dapat di manfaatkan
seperlunya untuk menjelaskan kembali konsep-konsep keagamaan Islam yang
terumuskan sepuluh abad yang lalu.

Yang di perlukan sekarang adalah literatur-literatur keagamaan Islam yang
dapat menjadikan esensi dan substansi pemikiran keagamaan
termanifestasikan dalam etika social dan spiritual keagamaan yang actual.
Sehingga acuan }(:agamaan dapat membentuk nyali keagamaan yang
berkualitas.

Untuk itu perlu di cari solusi yang reflektif mengenai konsep pemaknaan
ulang Aswaja, atas dasar a/-muhafadhah ‘ala gadim al-shalih wa al-akhd= bi
al-jadid al-ashlah yang kemudian dapat menjustifikasikan kemajuan budaya
manusia yang di dominasi terutama oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan
tekhnologiyang bercarak humanistis.

Dari pemikiran tersebut di upayakan lahir konsep baru pemaknaan Aswaja
yang menitikberatkan pada sisi metafisik dari rancangan bangunan keutuhan
pemikiran manusia yang di ilhami oleh pendekatan ilmu-ilmu social,
kesejarahan, politik dan filsafat. Sehingga dapat mengakomodir nuansa
perkembangan kemajuan budaya manusia atau selalu up fo date dan tanggap
terhadap tantangan zaman.

Sebagaimana di awal munculnya Aswaja yang sangat sarat dengan unsur

politik, pada saat ini Aswaja kembali menjadi rebutan banyak
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organisasi/mazhab, baik itu organisasi keagamaan ataupun organisasi politik.
Antara lain Organisasi keagamaan yang memakai Aswaja sebagai azasnya
adalah salah satumya adaiah Nahdiatul Ulama/NU).
Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar keagaman Islam di Indonesia
yang secara tegas menempatkan Ahlussunnah wal jama'ah sebagai azas
ideologi organisasi. Oleh karena itu organisasi ini sering di sebut sebagai
organisasi yang paling tegas dalam membela Ahlussunnah wal jama'ah.
Bagi NU, Aswaja adalah sebuah paham yang berpegang teguh pada tradisi
sebagai berikut :
1. Dalam bidang hukum-hukum Islam menganut ajaran-ajaran dari
salah satu madzhab yang empat ( Abu Hanifah, Malik Bin Anas,
Imam Syafi’Islam, dan Ahmad Bin Hambal)

2, Dalam bidang akidah, menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-
Asy’ari (873-935 M) dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi (w.944
M)

3. Dalam bidang tasawwuf, menganut ajaran-ajaran imam al-Ghazali

(1058-1111 M) dan Imam Junaidi al-Baghdadi (297-8 M)."

Sedangkan organisasi politik yang dengan tegas meletakkan Ahlussunnah

wal jama'ah sebagai azas ideologi partai adalah Partai Kebangkitan Nasional

12 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban, (Paramadina, Jakarta, cet.I, 1992)
hal. 269-270

1% Zamakhsyar Dhofier, Tradisi Pesantren : studi tentang pandangan hidup kyai (LP3ES,
Jakarta Cet I 1982) hal .49
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Ulama atau PKNU. Di dalam AD/ART-nya partai ini dengan tegas
mencantumkan Islam Ahlussunnak wal jamia'ak scbagai azas Partai.

Alasan di cantamkannya Aswaja sebagai azas partai ini adalah bahwa azas
merupakan ciri kbpsus yang dapat membentuk karakter politik bagi sebuah
partai. Bagi PKNU, azas Islam Ahlussunnah wal jama'ah bermakna mendasar
untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat {tawassuthiyyaty,
toleran (tasammuhiyyah), reformatif (ishlahiyah), dinamis (tathowwuriyah)
dan bermetode (manhajiyyah).™

Lahirnya PKN&U di dorong oleh keinginan para ulama untuk memperba}ki
keadaan bangsa dan Negara yang mengalami keterpurukan berkepanjangan di
semua sector kehidupan. PKNU menghendaki terciptanya tatanan social dan
poltik di Indonesia selaras dengan visi keagamaan Ahlussunnah wal jama'ah,
sehingga tercapai harmonisasi serta menghindari benturan antara agama dan
Negara.

PKNU bertujman menciptakan tatanan politik, ekonomi, hukum, social,
dan seluruh aspek kehidupan rakyat yang bersendikan perpaduan yang kuat
antara nilai-nilaikeagamaan yang moderat, toleran, dan menghormati
kemajemukan sebagaimana terkandung dalam Islam Ahlussunnah wal jama'ah
sekaligus dengan masionalisme yang tangguh. ™

Antara NU dan PKNU secara organisatoris tidak mempunyai hubungan,
akan tetapi dari sisi azas keduanya memiliki kesamaan. Begitu puia dari sisi

pandangan dan orientasi keagamaan (fikran nadiiyahj. Para ulama terkemuka

" KH. Ma’ruf Amin, Kenapa Harus PKNU, (Cet 2007) hal 13
"* Ibid, hal 14
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PKNU hampir semuznya menempati jajaran mustasyar dan syuriyah di dalam
organisasi NU baik di pusat maupun daerah. Sehingga dapat dikatakan bah}va
para ulama PKNU adalah tokoh-tokoh yang selama bertahun-tahun menja}di
Panutan warga NU.

Seperti apakah PKNU sebagai partai politik yang berasaskan Islam
Ahlussunnah wal jcma'ah dengan posisi para ulama sebagai motor yang

memperkuat partlai ini, dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang

ferkandung dalam Aswaja secara kontekstual dalam kehidupan berpolitik,

berbangsa dan benregara.

f{umusan Masalarn.

| Berdasarkan 1;1Brbelakang masalah di atas, maka masalah yang akan
dibahas dalam skriszsi ini adalah :

1. Bagaimana Seja-ah Perjalanan Aswaja dari teologi ke ideologi?

2. (Bagaimana pancangan PEMNU tentang [deologi/Aswiaja?

Tujuan Penelitiaq.

|
Penelitian ini bertypman untuk mengetahui :
1. Proses ideologfsasi teologi Aswaja.

2. Pandangan PKP_IU tentang Aswaja sebagai ideologi politik
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D. Pcnegasan Istilah
| Kata Ahlussunpah wal jama'ah terdiri dari dua kata, yaitu Ahlussunnah
yang berarti “pen§a1ut sunnah Nabi” dan Jama’'ah yang berarti “penganut
fslam i’tigad jama’ah sahabat-sahabat Nabi’. Maka Ahlussunnah wal jama‘ah
Pdalah kaum atap kelompok yang menganut kepercayaan sebagaimana
kepercayaan yang di anut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-
sahabatnya. '©
PKNU adalah singkatan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, partai
}ni lahir pada tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan,
Widang, Tuban, Jawa Timur. Kelahirannya di sepakati melalui akad c%an
mufakat para ulamﬁ dalam pertemuan tim tujuh belas yang diantaranya adalah
: KH. Abdullah Fakih, KH.Ma’ruf Amin, KH.Abdurrahman Chudlori, KH.
Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, KH. M. Idris Marzuki, KH, Ahmad Warson
Munawir, KH. Muhaiminan Gunardo, KH. Abdullah Schal, KH. Sholeh
Qosim, KH. Nurul Juda Djasuli, KH. Chasbullah Badawi, KH. Abdul Adzim
Abdullah Suhaimi MA, KH.Mas Muhammad Subadar, KH. A. Humaidi
Dahlan, KH. M.Thehir Syarkawi, Habib Hamid Bin Hud Al-Atthos, KH. Aniq
Muhammadun
| TEOLOGI adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. v
Sedangkan [D’EOLOGI adalah suatu kelompok atau kumpulan ide-ide

yang teratur atau bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang

' Sirajuddin Abl?as, I'tigad Ahlussunnah wal jama'ah, (Pustaka Tarbiyah, Jakafta.,
Cet. VIII, 1982) Hal 16

7 M. dahlan. Y. al-Barry-L. Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Imiah, seri
inle(ektual. (Surabaya, target press, 2003) 297
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memberikan arah dan tujuan, baik dalam bidang social, agama, politik, dan

?konomi maupun l?ukum untuk kelangsungan hidup, pandangan hidup. s

E{. f(ajian Pustaka.

Mengacu pada Pembahasan di atas sangatlah jelas bahwa Ahlussunnah wal
Jjama'ah (Aswaja) rnerupakan sebuah kajian yang seakan selalu hangat untuk
di perbinjangkan, ﬁcuena paradigma umat Islam menganggap Aswaja sangat
terka.t erat sebagar sebuah cara/metode dalam memahami dan mengamalkan
ajaran Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Telah hadir bcfberapa tokoh yang intens membahas masalah Aswaja di
antaranya adalah KH. Mustafa Bisri dengan bukunya yang berjudul, Risalah
Ahlussunnah Wal Jama'ah, HM. Basori Alwi dengan bukunya Pokok-Pokok
Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, Sirajuddin Abbas dengan bukunya /’tigad
Ahlussunnah wal jana‘ah, dan masih banyak tokoh-tokoh Islam lainnya.

Selain, buku-buyku yang. di karangoleh -tokoh-tokoh di-atas, ipembahasan
mengena Ahlussurmah wal jama'ah juga berupa karya ilmiah/ skripsi yang
diantaranya adalah : skripsi atas nama Moh. Rokib Tahun 1997 Jurusan
Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dengan judul Aqidah Ahlussunnah Wal
Jama'ah Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah. Dalam tulisan itu dikupas
mengenai sisi agqidah Aswaja menurut Ibnu Taimiyah yaitu kepercayaan

terhadap enam unsyre yang kemudian di kenal dengan Rukun-Rukun Iman

1% ibid, hal 767
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Begitu juga Skripsi atas nama Anshori tahun 1997 Jurusan Akidah Filsafat
dengan judul Ahlussunnah wal jama'ah menurut rumusan KH. Hasyim
Asy'ari, juga membahas mengenai Aswaja. Dimana dalam tulisan ini lebih
Panyak di kupas n}engenai Aswaja yang telah di rumuskan oleh KH. Hasyim
Asy’ari yang kemudian tertuang dalam Qonun asasi dalam NU. Prof Dr. KH.
Sjeichul Hadi Perxfnno juga membahas Aswaja di dalam tulisannya yang di
muat di Aula Cet. I tahun 2000 yang berjudul Aswaja dalam perspektif Fikh
system kemazhabaft dalam NU. Tulisan ini merupakan upaya membongkar
Paradigma kaum nahdliyin mengenai pemahamannya tentang Aswaja, dari
semula stagnan memjadi bersifat dinamis.

Sementara itu terkait dengan skripsi ini, penulis menganggap bahwa dari
sekian banyak referensi baik berupa buku ataupun karya tulis ilmiah, masth
belum ada yang membahas keterkaitan Aswaja dan aplikasinya didalam partai
politik terutama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Oleh karena itu
Ahlussunnah wal jema'ah sebagai Azas dalam partai ini kiranya sangatiperlu

untuk diketahui seperti apa konsep Aswaja menurut PKNU.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini memakai pendekatan sejarah, yang mana tujuannya
adalah untuk mengetahui Aswaja secara historis serta pcrkembangannya.
Penelitian ini Selain menggunakan metode penelitian kepustakaan (librgry

research) yang terkait dengan pembahasan Ahlussunnah Waljamaa’ah, Juga
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wawancara kepadz tokoh-tokoh PKNU sebagai narasumber pokok,
kepustakaan organjsasi PKNU dan lain sebagainya.

Dalam mengarralisa data, digunakan analisa isi (content analisis). Yajtu
analisis terhadap: makna-makna yang terkandung di dalam hasil-hﬁsil
penelitian dan kepustakaan organisasi PKNU, termasuk dalil-dalil agama yang

fh'pakai sebagai kepatusan organisasi.
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G. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Bab I

Pab I

Bab ITI

Bab IV

Bab 'V

e

oo

Pendahuluan yang berisi : Latarbelakang Masalah, Rumusan
Maqal:ah, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah, Metode
Penr:lij:ian dan Sistematika Pembahasan.

AhlPssunnah Waljama'ah Dalam Perspektif Historis: Sejarah
Kelph_iran Aswaja, Doktrin-Doktrin Aswaja, Karakteristik
Aswaja dan Sebagai Ideologi.

Aswaja Dalam Ideologi Politik PKNU, dalam bab ini di
uraikan bagaimana awal kelahiran PKNU sebagai sebuah partai
serta konsepnya mengenai Aswaja, oleh karena itu dalam bab
ini perisi : Sekilas Tentang PKNU, Visi dan Misi, Pandangan
PKNU tentang : Akidah dan Syari’ah, Demokrasi, Islam Politik
dan Posisi Ulama di PKNU.

Analisa. Dalam bab ini berisi analisa penulis tentang konsep
PKNU mengenai Aswaja, kaitannya dengan konteks politik.

Kesmmpulan dan Penutup



BABII
AHLUSSUNNAH WALJAMA’AH DALAM
PERSPENTIFHISTORIS

A. Sejarah Kelahiran Ahlussunnah Wal Jama'ah

Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, belum ada kelompok atau firqah
di dalam agama Islam, hal itu dikarenakan setiap ada persoalan maka umat
Islam bertanya langsung kepada Nabi, perbedaan pendapat dikalangan
sahabat, baik mengenai pemahaman keagamaan Islam atau bidang lainnya,
maka semuanya dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah
Rasul wafat, perbedaan pendapat dikalangan sahabat dalam memahami ajaran
Islam mulai tampak, bahkan semekin meluas dan sulit untuk dikompromikan,
sehingga akhirnva muncul firqgah- firgah di dalam Islam.

Dalam pembahasan sejarah kelahiran Ahlussunnah Wal Jama'ah, terjadi
perbedaan pendapat dikalangan para penulis. Sebagian penulis menyebutkan
bahwa paham Ahlussunnah Wal Jama'ah muncul setelah timbulnya fitnah dari
berbagai aliran dalam Islam,' seperti aliran Khawarij, Syiah, Murji’ah,
Qadariyah, Mu’tazilah dan lain-lain. Dimana aliran tersebut dinilai terlalu
mengedepankan akal pikiran daripada dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan hadist)
di dalam memberikan argumentasi keagamaan, khususnya dalam bidang
aqidah.

Sejak timbulnya fitnah tersebut, kaum muslimin mulai memperhatikan

pemeriksaan sanad dan menyeleksi keadaan rawi hadist. Hal ini karena

! M. Abdul Hadi Al-Misri, Manhaj Dan Agidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. (Gema
Insani.Press. Jakarta 1992) hal 88

18



19

mereka takut berdusta terhadap rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan
dari Ibnu Sirin yang dikutip oleh Muhammad Abdul Hadi Al-Misri yang
artinya :

“«

mereka tidak pernah menanyakan tentang sanad, tetapi setelah terjadi fitnah
mereka berkata (kepada orang-orang yang membawa hadist), sebutkan nama orang-
orangmu kepada kam, maka diperlihatkanlah ahlussunnah dan diterima hadistnya :
disemati pula ahli bit'ah dan ditolak hadistnya”.?

Dengan dim:lainya pemeriksaan terhadap sanad dan rawi serta dipilahnya
riwayat mereka mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka muncullah
identitas ahli hadist (ahlussunnah) yang berbeda dengan lainnya baik masalah
aqidah maupun -nanhajnya.

Sebagian lain menyebutkan bahwa Ahlussunnah Wal Jama'ah seringkali
dikonotasikan sebagai madzhab terbesar dalam bidang aqidah atau ilmu kalam
yang dirintis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-
Maturidi. Sepe-ti menurut Sirajuddin Abbas yang mengutip kitab [Atihaf
Sadatul Muttagin yang artinya:

“apabila_disebut Ahlussunnah. Wal Jama'ah maka yang dimaksud adalah orang
yang mengikuti faham Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-
Maturidi’

Ilmu kalam sebagai bagian dari Ahlussunnah Wal Jama'ah juga turut
menjadi bagian terpenting dalam pembahasan sejarah Aswaja ini. Ilmu kalam
disini disebut jaga ilmu tauhid, ilmu aqidah atau ilmu ushuluddin. Sebutan
ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri, sebagaimana yang telah dikenal

untuk pertama kalinya dipakai pada masa kholifah al-Ma’mun yaitu setelah

2 Ibid hal 89

? Sirajuddin Abbas, J ‘tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah, (Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1992)
hal 17
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wama Mu’tazileh mempelajari kitab-kitab filsafat yang dipadukan dengan
metode ilmu kalam. *

Menurut Harun Nasution bahwa term"Ahlussunnah Wal Jama'ah di dunia
ilmu kalam timbul sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan golongan
Mu’tazilah, °> yang sebagaimana diketahui setelah munculnya pertentangan
politik yang kemudian merembet ke masalah teologi, umat Islam terpecah
belah bahkan diwarnai dengan saling mengkafirkan dan saling membunuh.

Reaksi ini muncul karena Mu’tazilah menggunakan cara-cara kekerasan
dalam menyebarkan fahamnya dengan menggunakan jalur politik yang waktu
itu Mu’tazilah sedang berjaya di mata penguasa khalifah al-Ma’mun. Faham
yang ditonjolkan Mu’tazilah adalah faham qadariyah yang menyatakan bahwa
al-Qur’an itu makhluk dan bersifat baru (hadist).

Bagi khalifah al-Ma’mun faham semacam ini harus diakui oleh semua
umat Islam yang menjadi bawahannya, sehingga para gubernur diperintahkan
untuk mengadakan penangkapan terhadap para tokoh dan ulama yang
bepengaruh di masyarakat yang tidak sepaham. Banyak para ulama dan tokoh
masyarakat yang tidak mengakui paham Mu’tazilah disiksa, dipenjarakan
bahkan dibunut. ¢

Diantara para ulama yang mendapat pemaksaan adalah Imam Ahmad Bin
Hanbal, dia dipaksa oleh gubernur Irak untuk mengikuti paham Mu’tazilah.

Imam Ahmad tidak sedikitpun bergeming dari keyakinannya, maka iapun

* Umar Hasyim, apakah anda termasuk golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah (Bina Ilmu,
Surabaya 1978) hal 84

° A. Hanafi, Pzngantar Teologi Islam, (Jakarta, al-Husna tahun 1980) hal 14

¢ Umar Hasyim, /bid hal 42
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Imam Ahmad tidak sedikitpun bergeming dari keyakinannya, maka iapun
d belenggu dan dihadapkan pada al-Ma’mun, namun di tengah perjalannya al-
Ma’mun meninggal dunia. Maka pengadilan atas Imam Hanbal dilanjutkan
o eh al-Mu’tasim dan al-Watsiq, namun keduanya tidak berani menjatuhkan
hukuman terhadap Imam Hanbal.”

Hal itu karena sikap yang diambil Ahmad Hanbal banyak mendapat
dukungan dari mayoritas umat Islam yang tidak sepaham dengan Mu’tazilah.
Ketika al-Mutawakkil berkuasa ia membatalkan Mu’tazilah sebagai madzhab
resmi Negara pada tahun 949 M, sehingga menurunlah paham dan pengaruh
Mu’tazilah. ®

Ajaran Mu’tazilah memang sulit diterima di kalangan awam, karena
terlalu bersifat rasional dan filosofis serta kurang berpegang teguh pada al-
Qur’an dan sunmah. Sementara itu Imam Ahmad di kenal sebagai tokoh yang
tegas mempertahankan al-Qur’an dan sunnah (hadist) sehingga dalam
gerakannya dia disebut dengan Ahlussunnah.’

Jejak Imam Ahmad kemudian diikuti oleh oleh Abu Hasan Al-Asy’ari
(260-324 H). Ia semula menjadi pengikut Mu’tazilah menjadi murid al-Juba’l
yang kemudian berbeda pendapat dengan gurunya. Semenjak itulah Imam

Asy’ari mengikuti paham yang dianut oleh Imam Ahmad Bin Hanbal, yakni

” Ibid. hal 42-43

¥ Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perkembangannya, (Ul
Pres 1986) hal 63

* M.Abdul Hadi - al-Misri, /bid hal 86-87
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menghidupkan paham salaf sebagaimana yang dianut dan dikembangkan oleh
Imam Ahmad. "

Dalam sejarai hidupnya beliau memberantas semua paham Mu’taziiah dan
mengalami keberhasilan, hal itu dibuktikan dengan lumpuhnya paham
Mu’tazilah pada sekitar abad ke-3 dan ke-4. sehingga i’tigad yang sesuai
dengan al-Qur’an dan sunnah mendapat sambutan baik di mata masyarakat
Islam pada waktu itu. Karena jasa-jasanya dalam menegakkan ajaran
Ahlussunnah Wal Jama'ah, oleh para ulama dan kaum mujtahidin Imam
Asy’ari diberi gelar sebagai Imam Ahlussunnah Wal Jama'ah. ''

Dalam beberapa tulisannya Imam Asy’ari banyak menyatakan tentang
I’tiqgad Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti dalam kitab al-/banah an ushulil
addiniyah yang berisi tentang kepercayaan Ahlussunnah Wal Jama'ah yang
dimulai dengan memuji Imam Ahmad Bin Hanbal. Begitu juga didalam kitab
al-Umm yang berisi tentang bantahan terhadap lawan-lawan pendapatnya
tentang berbagai masalah di dalam ilmu kalam."?

Berikutnya jejak Imam Asy’ari diikuti oleh Imam Abu Mansur Al-
Maturidi (wafat 332 H). Dia juga di kenal sebagai pembangun madzhab
Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua Imam ini hidup pada satu masa dan saling
menentang palkam Mu’tazilah, hanya saja al-Asy’ari berhadapan langsung
dengan Mu’tazi1ah di pusat Bashrah, sedangkan al-Maturidi di daerah. Dalam

masa memberantas Mu’tazilah, al-Maturidi mengarang kitab yang di

19 Umar Hasyim, /bid hal 66-71
" Ibid, hal 74-75
2 1bid, hal 67
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antaranya al-Jidal, al-Ushul fi Ushuluddin, kitabut tauhid dan lain
sebagainya.lg‘

Pada hakikatnya model pemikiran kedua tokoh ini merupakan moderasi di
antara dua kutub pemikiran besar yang saling bertolakbelakang pada masa jtu
yakni aliran Mu’fazﬂah yang mengembangkan faham rasionalis dengan
fneletakkan akal sebagai landasan pemikiran dan aliran Syi’ah yang
lmengembangkan faham Jabariyah/Fatalisme.

Kedua tekoh ini menggunakan metode pemahaman agidah dengan cara
mengutamakan petunjuk-petunjuk agama yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah dan
akal sebagai alat pelaksana. Kemudian model pemahaman itulah yang

dijacikan pedoman dalam menyusun ilmu tauhid oleh para pengikutnya.

5. Doklrin Ahlussunfaah Wal Jama'ah

Sevagatimana pada penjelasan sebelumnya, Ahlussunnah waljama'ah yang
dikembzngkans oleh dmamb Abu HasandAl:Asy’ari-DancAbw Mansur AlMaturids;
secara khusus mempunyai pemikiran-pemikiran sebagai reaksi terhadap ajargn-
ajaran Mu’tazilah, dan kemudian pemikiran ini menjadi doktrin di dalam aliran
ini. Di antata pemikirannya adalah mengenai sifat Allah, mengenai al-Qur,an,
melihat Tuhan di akhirat, kekuasaan mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan, mengenai

perbuatan Allah, memgenai perbuatan manusia dan mengenai perbuatan dosa

besar.

13 Ibid, hal 79
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Akan tetapi secara umum, doktrin Ahlussunnah waljama'ah meliputi tiga

aspek yaitu aspek aqidab/tauhid, syari’ab/figh dan tasawwuf, sebagaimana dalgm

penjabaran dibawah inj:

1. Aspek Agidah

Dimensi tauhid atau yang lebih dikenal dengan sebutan agidah

Ahlussunnah Wal Jama'ah terbagi atas beberapa bagian yang terkandung

dalam Arkan Al-Iman yaitu iman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya,

Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, Qada Dan Qadar-Nya.

Keimanan xepada Allah berarti percaya seyakin-yakinnya kepada

A'lah SWT," dengan mempercayai 20 sifat yang menjadi sifat dalam dzat-

Nya yaitu

1. Wuud {maha ada ) ~ Tiada

2. Qidam (dahulu) ~ Baru

3. Baga' (kekal) ~ Fana

41| Mulkhalafatw/lil Hawaditsi(beda dengan yang fain) ~iSaimpa
5. Qiyamuhu B-pafsihi (berdiri sendiri) ~ Butuh yang lain
6. Wahdaniyah (satu) ~ Berbilang

7 Qudrat (kuasa ) ~ Lemah

8 Iradah (berkehendak) ~ Terpaksa

5. Imu {mengetahui) ~ Bodoh

10. Hayat (hidup) ~ Mati

I1. Sama' {mendengar) ~ Tuli

* Muhammad Bin Abdul Wahab, Bersihkan Tauhid Anda Dari Noda Syirik,(Surabaya,

Bina Hmu 1984) hal 20



12. Bashar
13. Kalam
14. Qodiran
15. Muridan
16. Aliman
17. Hayan
18 Sami'an
19 Bashiran

20. Mutakalliman

21. Keimanan kepada malaikat berarti percaya terhadap adanya suatu

(melihat) ~ Buta
(berbicara) ~ Bisu
( yang maha kuasa)

(yang maha menentukan)

(yang meha mengetahui)

(yang maha hidup)

(yang maha mendengar)

(yang maha melihat)

(yang maha berfirman). 13

25

makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, mereka tercipta

sangat taat kepada Allah. Jumlahnyapun sangat banyak akan tetapi
menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah malaikat yang wajib diketahui

jumlahnya hanya 10 yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail,

Mungkar, Nakir, Rokib - Atid; Malik dan-Ridwan,

Mereka mempunyai tugas masing-masing yang tidak pernah mereka

langgar sedikitpun. Sebagai konsekwensi terhadap keyakinan adanya makhluk

halus yang bernama malaikat tersebut, umat Islampun harus mempercayai

adanya makhiuk halus lain yang bernama jin, setan dan iblis. e

Keimanan kepada kitab-kitab suci berarti umat Isjam aliran Ahlussunnah

Wal Jama'ah memercayai adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada

para rasul-Nya untuk kemudian disampaikan kepada pmat manusia. Menurut

3" Abdul Aziz, Konsepsi Ahlussurmah Wal Jama'ah, (CV. Bahagia, 1990) hal 29

' Yusuf M Shodiq, Agidah Menurut Empat Madzhab, hal 37
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Ahlussunnah Wal Jama'ah kitab-kitab yang wajib percayai ada empat yakni
k tab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang ditiurunkan
Kepada Nabi Datid, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan al-Qur'an
yang aiturunkan kepada Nabi Muhammmad SAW.

Keimanan kepada para Rasul-rasul Allah adalah keimanan yang harus di
miliki oleh umar Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah terhadap adanya manusia
pilihan Allah (rasul) yang ditugasi untuk membimbing umat manusia kejalan
yang benar dan memberikan petunjuk serta menyebarkan ajaran agama Allah.
Para Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah
berjumlah 25 orang.

Keimanan kepada Hari Akhir adalah keimanan yang mengakui adanya
batas akhir kehidupan dunia yang kemudian disebut dengan hari akhir atau
hari kiamat. Hari akhir pasti terjadi hanya saja waktunya tidak ada yang tahu
selain Allah. Paca hari akhir ini manusia akan mengalami pemusnahan total
secara jasad dam raga yang kemudian hanya tinggal rohnya saja dan akan
k=mbali kepada dzat yang mericptakan yakni Allah SWT.

Keimanan kepada Qada dan Qadar adalah keimanan yang harus dimiliki
seorang muslim Ahlussunnah WalJama'ah tentang adanya kepastian dan
ketentuan dari allah. Dengan kata lain segala apa yang terjadi di dunia ini
adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah sebagai dzat yang menciptakan,
sedangkan menusia nya menjalaninya saja. Dengan kata lain bahwa segala
sesuatunya Tulan yang menentukan dan manusia hanya berusaha serta

mensinergikan dengan ketentuan tersebut.
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2. Aspek Syari'ah

Dalam bidang syari’ah Ahlussunnah wal Jama’ah menetapkan 4 (emqu )
sumber yang bisa dijadikan rujukan bagi pemahaman keagamaannya,
yaitu  al-Qur'an, Sunnah Nabi, jma’ (kesepakatan Ulama ) dan Qiyas
(analog), dari keempat sumber yang ada, Al-Qur’an telah dijadikan sebagai
sumber utama. Ini artinya bahwa a?abila terdapat masalah kehidupan yang
mereka hadapi, terlebih dahulu harus kembali ke al-Qur’an sebagai
pemecahannya.

Apabila masalah tersebut terdapat pemecahannya dalam al-Qur’an, maka
selesailah sudah permasalahan tersebut, akan tetapi apabila masalah tersebut
tidak ditemukan dalam al-Qur’an, maka hendaklah mencari pemecahannya
dalam sunnah Nabi SAW. Apabila masalah tersebut ada dalam sunnah Nabi
SAW, maka selesailah sudah masalah tersebut. Dan apabila masalah itu tidak
ada pemecahannya dalam sunnah Nabi, maka hendaklah mencari di dalgm
[mallipara ahl cal-balliwaal-aqd dikelanganparaulama yang terdahaly.

Apabila masalah tersebut ada pemecahannya dalam ijma, maka selesailah
masalah tersebut, akan tetapt apabila masalah tersebut juga tidak ada
pemecahannya di dalam ijma’, maka barulah menggunakan akal untuk
melakukan ijtihad dengan mengqiyaskan hal- hal yang belum diketahui status
hukumnya kepada hal- hal yang sudah diketahui status hukumnya.

Adapun pokok ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam dimensi syari'ah
mencakup dua bagan yakni ibadah (yang mengatur tentang hukum Islam) dan

Fnu'amalah (yang mengatur hubungan manusia dengan benda).
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Aspek syari'ah disebut juga dengan figh, menurut Hasby as-Shiddiqy, figh

terbagi dalam 7 bagian : =

I

Sekumpuian “hukum “ yang digolongkan dalam golongan ibadah yaitu
sholat, puasa, haji, ijtihad dan nazar

Sekumpulan hukum yang berpautan dengan kekeluargaan atau yang lebih
di kenal dengan ahwal as-shahsyiyah seperti perkawinan, thalak, nafaqah,
wasiat dan pusaka

Sekumpulan hukum mengenai mu'amalah nadariyah seperti hukum jual
beli, sewa menyewa, hutang piutang dan menunaikan amanah.
Sekumpulan hukum mengenai harta negara

Sekumpulan hukum yang dinamai uqubah seperti gqiyaz had ta'zir
Sekumpulan 1ukum seperti acara penggugatan, peradilan, pembuktian dan
saksi.

Sekumpulan hukum internasional seperti perang, perjanjian dan

perdamaian

Dalam masalah tersebut di atas muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah

mengikuti salah satu dari madzhab yang empat, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki

Dan Imam Hanbali dan masing-masing Imam ini mempunyai dasar tersendiri

yang sumber utamanya tetap bermuara pada al-Qur'an dan sunnah.

47

7 Hasby As-3hiddiqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) hal 46-
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3. Aspek Tasawuf

Aspek tasgwuf adalah aspek yang berkaitan dengan upaya
mendekatkan diri kepada Allah, tpemantapkan rasa tauhid, mengkhusu'kan
ibadah dan merpperbaiki akhlak. 18

Pada dasarnya ajaran tasawuf merupakan bimbingan jiwa agar menjadi
suci, selalu te@bat kepada Allah dan terjauhkan dari pengaruh selain
Allah, jadi tujman tasawwuf adalah mencoba sedekat mungkin kepada
Allah SWT dquan melalui proses yang ada dalam aturan tasawwuf.

Jalan untuk mencapai proses itu sangatlah panjang yang disebut
dengan al-magamat. Adapaun macam-macam dari maqamat itu sendiri
yaitu
a. Maqgam Taubat, yaitu meninggal dan tidak mengulangi lagi perbuatan

dosa yang pernah dilakukan, demi menjunjung tinggi ajaran Allah dan

menghindan murkanya.

b., Magam  Wara', yaitu menahan diri. untuk;tidak melakukansesuatu
dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah atau meninggalkan
sesuatu yamg bersifat subhat.

c. Magam Zuyhud, yaitu lepasnya pandangan keduniaan atau usaha
memperolehnya dari orang yang sebetulnya mampu memperolehnya.

d. Magam Sgbar, yaitu ketabahan karena dorongan agama dalgm

menghadap atau melawan hawa nafsu.

¥ Hamka, Tasawuf Perkembangan Dan Pemeriksaannya, (Jakarta, Pustaka Panjimas,
1986) hal 94 '
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e. Magam Fakir, yaitu perasaan tenang dan tabah di kala miskin dan
mengutamakan orang lain di kala kaya

f. Magam Syukur, “yaitu pengakuan' lisan ‘terhadap “kenikmatan yang
datangnya dari Allah

g. Magam Khouf, yaitu rasa ketakutan dalam menghadapi siksa dan azab
Allah

h. Magam Raja', yaitu rasa gembira karena mengetahui adanya
kemurahan dzat yang maha kuasa

i. Magam Tawakkal, yaitu sikap pasrah dan bergantung kepada Allah
dalam kendisi apapun

j.  Magam Ridha, yaitu sikap tenang dan tabah tatkala menerima musibah

sebagaimrana tatkala menerima nikmat.

Prinsip dasar dari aspek tasawwuf adalah adanya keseimbangan
kepentingan akhirat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan jalan
spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakekat dan kesempurnaan hidup
manusia (insan kamil). Akan tetapi tidak boleh meninggalkan garis-garis
syari’at yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi.

Jalan sufi yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para
pewarisnya adalah jalan yang tetap memegang teguh perintah-perintah
syari’at. Karena itu umat Islam tidak dapat menerima jalan sufi yang

melepaskan diri dari kewajiban syari’at, seperti yang perilaku tasawwuf yang
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dilakukan oleh al-Hallaj (a/-hulul) dengan pemnyataannya “ana al-Haqq”, ibnu
araby (al-Ittihad, manunggaling kawula gusti).

Demikian pokek ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, dimana kesatuan
antara aqidah, syariah dan tasawwuf akan menempatkan manusia pada
kedudukan dan derajat yang sempurna di mata Allah. Aspek syari'ah jni
biasanya dikenal dengan amalan lahiriyah yang lebih banyak berkaitan dengan
soal akal, sedangkan yang lebih sempurna berkaitan dengan hal bathin dengan
menggabungkan dpa aspek tersebut yang akhirnya akan mencapai cita-cita

Islam yang sangat tinggi.

- Karakteristik Ahlpssunnah WalJama'ah

2ada hakekatnya Ahlussunnah waljama'ah adalah ajaran sebagaimana
yang diamalkan cleh Nabi dan para sahabatnya, oleh karena itu ketika
membahas karakter dan ciri-ciri Ahlussunnah waljama'ah secara umum tidak
ada perbedaan bahkarn sama dengan kerakteristik Islam itussendisighanyaiada
sedikit pembatasan terhadap identitas yang kemudian lazim disebut dengan
karakteristik Ahlussunnch waljama'ah.

Sedangkan Ahlussuinah waljama'ah dalam konteksnya sebagai aliran
yang dikembangkan oleh al-Asy’ari dan al-Maturidi, mempunyai karakfer
yang tidak sama Jengan golongan manapun, dimana terdapat istilah yang
diambil dari al-Qur’an yang dapat menjadi gambaran ciri dan identifas
daripada Ahlussunnah waljama‘ah itu sendiri yaitu Tawasuth, [ 'tidal, Tasamuh

dan Tawazun.
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Istilah-istilah di atas di kalangan sunni kemudian menjadi sikap dan

nringin dasar dalam memahami_menghavati dan mengamalkan ajaran Islam i
© - =83l 2 = ' (= < 2

terutama dalam bidang agidah, syari’ah dan tasawuf. Diantara ketiga sikap
t?asar tersebut yang paling utama adalah rawasuth yang secara lebih luas dapat
diartikan sebagai ticak berlebihan dalam memperhatikan dan mengabaikan hal
yang sama-sama mengandung nilai positif, juga tidak berlebithan dalam
menolak dan memtiarkan hal yang sama-sama mengandung nilai negatif.*°
Tawasuth artin;'a tengah-tengah atau yang lebih dikenal dengan moderat,
kata ini diambil dari firman Allah dalam al-Qur’an QS.2 : 143. Doktrin ini
diambil dari cara berpikir pendahulu golongan Aswaja, Imam Asy’ari, yang
meletakkan doktrin pemikiran Qadariyah dan Jabariyah. Qadarivah yang
freewill dan Jabarivah vang fatalistik pada posisi dialogis yang mengenakkan.
Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Tuhan telah menentukan, namun tetap
menyediakan ruang kosong agar manusia berusaha secara maksimal.
Penerapan sikap dasar tawasuth dalam rangka memahami a/-Qurlan dan
al-Hadist sebagai sumber ajaran Islam dilaksanakan dalam rangka : Pertama,
memahami ajaran _slam melalui teks mushaf al-qur’an dan al-hadist sebagai
dokumen tertulis. Kedua memahami gjaran Islam melalui interpretasi para ahli
yang harus diperhitungkan, mulai dari sahabat, tabi’in sampai para Imam dan
ulama mu’tabar yang patut dipertimbangkan hasil studinya. Keti$a,
+ mempersilahkan siapa saja yang mempunyai kemampuan cukup untuk

mengambil kesimpulan pendapat sendiri

" K H. Muchith Muzadi, NU dan Figh kontekstual, LKPSM NU DIY, (Jogjakarta, Cet 1
1994) hal 18
2 Ibid..
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Sikap dasar fawasuth yamg diterapkan secara ber-tawasuth akan
menghasilkan pendapat atau pendirian yang bersifat tawasuth pula, karena
umat Islam bersifat fitri (sesuai dengan kemurnian hati nurani dan keaslian
’(eja:lian manusia ) dan umat Islam dijadikan atau diperintahkan Allah menjadi
ummatan wasathan (umat tengah-tengah atau pertengahan).

Manifestasi dari prinsip fawasuth dalam bidang aqidah dapat dilihat pada
keseimbangan antara penggunaan dalil akal atau argumentasi rasional dengan
dalil nagli (al-Qur’an dan Hadist). Artinya bahwa akal tetap digunakan akan
tetapi ditempatkan setelah dalil naqli, serta berusaha memurnikan aqidah dari
segala pengaruh aqgpdah luar.

Manifestasi lain adalah adanya sikap yang tidak mudah menjatuhkan claim
musytik, kafir dan sebagainya terhadap orang yang karena suatu hal belum
dapat memurnikan tauhid/aqidah semurni-murninya. Oleh karena itu menurut
al-Asy’ari seorang pelaku dosa besar tetap seorang mukmin, tetapi karena
dosajbesaryang tetah dilakukannya seorang: tersebutimenjadi fasig;i percaya
pada tuhan akan tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya.*'

Sedangkan [ 'fidal artinya tegak lurus, tidak condong kekanan dan kekiri,

- kata tersebut diampil dari firman Allah dalam al-Qur’an QS.4.9. Prinsip jni
penting dalam membangun kepercayaan. Cultural trust yang akan dibangun
tidak akan ada artimya tanpa mengedepankan prinsip keadilan.

Tasamuh artinya toleran, sikap yang menjunjung tinggi dan saling

menghormati terhadap hasil pemikiran orang lain.

! Harun Nasution. Theologi Islam, Sejarah Dan Aliran-Aliran, (Ul Press, Jakarta, Cet I,
1986) hal 71
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Al-Tawazun artinya keseimbangan, dalam arti tidak berat sebelah, tidak
kelebihar sesuatu ynsur atau kekurangan suatu unsur lain, dan kata ini diambil
dari firman Allah S. Al-hadid :25. Dokirin tawazun memberikan gambaran
bahwa religio-polifik, sosial, ekonomi, dan budaya perlu dibangun dalam
keseimbangan. Tidak menempatkan sesuatu dalam ekstremitasnya masing-
masing. Konsep dgr'ul mafasid khoriun min jalbil mashalih adalah konsep
membangun keranf'gka dasar keseimbangan.

Dengan demikian paham Ahlussunnah waljama'ah yang ditipologikan
kepzda al-Asya’ri dan al-Maturidi adalah paham keagamaan yang berwatak
keseimbangan atay wmmatan wasathan yang senantiasa toleran (fasamuh),
seirrbang (tawazzfn), moderat (tawassuth) yang diidamkan oleh setiap
manusia, agar tercermin di dalam kehidupan, sehingga terjadi ketentraman Qan

kesejahteraan.

D. Sebagai Ideologi

Dalam perkemPangannya, Ahlussunnah waljama'ah tidak hanya menjadi
paham teolegi dari madzhab al-Asy’ari dan al-Maturidi, akan tetapi menjadi
ideologi beroagai macFm organisasi dan gerakan, baik gerakan sosial keagamaan
ataupun gerakan poli}l'k. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa gerakan
yang menjadikan Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi organisasi,
diz}ntaranya adalah I\Fahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Nasional

_Ulgma (PKNU).
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Dalam konteks ideologisasi Ahlussunnah waljama'ah, NU mengalami
beberapa fase yang mf:ngiringi perjalannya, periode perfama antara tahun 1926-
1945, NJ murni se i Jam'iyah Islamiyah, periode kedua antara tahun 1945-
1952 adalah masa trarsisi dari jam'iyah menuju partai politik, periode kefiga,
aPtqra tahun 1952-19‘{-'1, NU menjadi partai politik, dan periode keempat pada
tallhpn 1972, NU merfmtuskan untuk menjadi jam’iyyah lagi dan memfusikan
paitiknya ke dalam partai Islam yaitu PPP.>

Nahdlatul UlarPa (NU) didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H /31
Janpari 1926 adalah sebagai jam'iyyah diniyah Islamiyah (organisasi keagamaan
Islam) di Indonesia yang secara tegas menempatkan Ahlussunnah waljama'ah
sebagai ideologi orgafnisasinya, oleh karena itu organisasi ini sering disebut
sebagai organisasi yarg paling tegas dalam membela Ahlussunnah waljama'ah.
Organisasi ini sebagai representasi masyarakat Islam tradisional yang kemudian
dikenal dengan Is/lam tradisionalis.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, pada mulanya NU. tidak melibatkan
kegiatannya di dalam persoalan-persoalan politik praktis. Sebagai organisasi
keagamaan Islam, organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan dan
mengembangkan Islam secara murni dan konsekwen dengan cara berpegang teguh
pada nmmdzhab empat yang di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah
ahl al-sunnah wa al-jama’ah.

Sebagai organisasi keagamaan Islam yang berhaluan Ahlussunnah

waljama'ah, NU memiliki  prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya

2 Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (PT.
al-Ma’arif, Bandung. 1981 hal 623
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memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik hubungan yang bersifat vertikal
dengan Allah maupun horizontal dengan sesama manusia. Adapun sumber dasar
dalam memahami ajaran Islam adalah al-Qur’an, as-Sunnah, al-jma’ dan al-
Qiyas.

Dalam memahfmi dan menafsirkan ajaran Islam, NU berpegang teguh
kepada tradisi bahwa dalam bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu
ajaran dari empat mathab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Walaupun
da’am praktiknya, NU lebih banyak menganut madzhab Imam Syafi’i. dalam
bidang tauhid, NU menganut paham yang di ajarkan oleh Imam al-Asy’ari dan al-
Maturidi. Sedangkan dalam bidang tasawuf, menganut paham yang
dikembangkan oleh Imam Abu Qosim al-Junaidi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dalam pengembangan Islam ala Ahlussunnah waljama'ah, NU dengan
tegas mengédopsi pemikiran-pemikiran ulama yang teridentifikasi sebagai ulama
Ahlussunnah waljamasah. Maka dalam ajarannya, NU memfokuskan diri kepada
konsep yang dikembzngkan oleh  ulama-ulama Ahlussunnah waljama'ah, dan
dipadukan dengan pemikiran-pemikiran local genius yang mengacu pada tradisi
dan budaya setempat.

Selain menjad; organisasi keagamaan Islam, NU juga pernah menjadi
partai politik. Setelan berhasil mengembangkan Islam dalam tataran teologi
(aspek ibadah) demgan ideologinya Ahlussunnah waljama'ah, NU mulai
berkembang ke dalanj_ aspek hubungan antar manusia atau agama dan Negara

(politik), tentunya dqngan tetap mengacu pada nilai-nilai dasar ideologinya
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(Aswaja). Setelah keluar dari Masyumi pada tahun 1952, NU mendeklarasikan
diri sebagai partai polifik.

Keterlibatan NJJ dalam dunia dolitik tidak hanya pada saat menjadi partai
politik, akan tetapi sebelum-sebelumnya NU sudah banyak berkiprah dalam
pérpolitikan nasional. Perjalanan politk NU baik ketika menjadi jam’iyah
maupun setelah menjadi partai politik membawa dampak tersendiri bagi NU,
tenftama terhadap wacana keberagamaan dan tradisi keilmuan warga NU.

Indikasinya daPat dilihat dari beberapa pandangan dibawah ini, pertama,
tokoh NU dan warganya meyakini bahwa dalam rangka mencapai tujuan
Jam’iyyah (organisasi) dan tersebarnya dakwah Islam, arena politik merupakan
salah satu sarana palirg efektif dan kendaraan terbaik. Hal itu terbukti dengan
selalu terlibatnya tokoh NU, baik secara organisatoris maupun pribadi atas nama
NU dalam percaturan politik.

Kedua, dalam berpolitik para tokoh NU selalu mengaitkan dan
menjustifikasi aktivitas dan sikap politik mereka dengan kaidah-kaidah fighiyyah
maupun hukum figh. Ketiga, dalam interaksi politik, para politisi NU banyak
melakukan kompromi-kompromi sebagai perwujudan dari sikap kemasyarakatan
NU, yaitu :tawassut (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang).23

Selain NU, organisasi lain yang juga dengan tegas menjadikan
Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi adalah Partai Kebangkitan Nasional
Ulama (PKNU). Partai yang dihuni oleh sebagian besar warga NU dan ulama itu

didirikan dengan lataspelakang adanya konflik di tubuh partai sebelumnya yaitu

3 Ahmad Zahro, Tradisi Inteleldual NU, (LKiS, Jogjakarta, 2004) hal 64
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PKB. Dengan azas Is'am ala Ahlussunnah waljama'ah di dalam anggaran
dasarnya/AD, PKNU menjadi satu-satunya partai politik yang berasaskan
ﬁhlussunnah waljama'ah.

Tidak jauh beda dengan NU, sebagai partai politik Islam, PKNU bercita-
cita ingin menciptakgn tatanan politik yang bernafaskan Islam Ahlussunnah
\yaljama'ah ke dalam bingkai Negara Kesatuan Ripublik Indonesia (NKRI) yang
berdasarkan Pancasilq dan UUD 45. Prinsip inilah yang menjadi semangat
p_eljuangan PKNU dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta mewujudkan
k;Bersamaan.u Di jadikannya Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi partai
dengan tujuan untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat
(tawassuthiyyah), toleran (tasammuhiyah), reformatif (ishlahiyah), dinamis
(tathowwuriyah), dan bermetode (manhajiyah).

Dari sinilah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua organisasi di atas telah
melakukan ideologisasi Ahlussunnah waljama'ah di dalam organisasinya. Hanya
saja hedanya, konsep Aswaja. menurut PKNL] masih di dalam. tataran keonseptual

dan belum ada langkal; aplikatifnya.

2 Ma’ruf Amin, Kenapa Harus PKNU, (DPP PKNU, Jakarta, 2007) hal 13



BAB III
ASWAJTA DALAM IDEOLOGI POLITIK PKNU

A. Sekilas Tentang P}(N'U

Berbicara tentz\mg PKNU sebenarnya paling tepat jika di awali dengan
membahas sejarah didfrikannya partai yang tergolong masih baru ini. Begitu juga
pembahasan tentang sgjarah berdirinya partai ini juga tidak bisa dipisahkan dari
adanya konflik yang melatarbelakangi berdirinya PKNU itu sendiri, yakni
perbedaan pemahamar} antara Gusdur dengan para ulama.

Partai Kebangll;itan Nasional Ulama (PKNU) dikomandani oleh politikus
senior Jawa T mur yakni Choirul Anam atau yang akrab disebut dengan Cak
Anam sebagai ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKNU, yang
sebelumnya menjabat sebagai ketua tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
PKB Jawa Timrur.

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh personil dari partai ini adalah
mereka-mereka yang sebelumnya berada dan mendukung Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan KH. Aburrahman Wahid atau Gusdur
sebagai Dewan Syura dan Alwi Syihab sebagai Dewan Tanfidz.

Berdirinya partai ini di awali dengan konflik (perbedaan prinsip)
berkepanjangan diantara para elit partai sebelumnya yaitu Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) yang dalam hal ini adalah para kiai khos' dengan Abdur Rahman

! Istilah kiai Khos merupakan istilah yang ditujukan kepada kiai-kiai yang tingkat
spiritualitasnya tinggi dan tidak aktif dalam kehidupan politik praktis, tetapi selalu menjadi
rujukan bagi kalangan politisi NU dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai. Kiai khos ini
adalah kiai yang hanya menjadi pengasuh pesantren dan cenderung pada hidup sufi dan juga
dipgrcayai mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi dan juga dianggap tahu sebelum terjadi

39
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Wahid atau Guscur yang dianggap sebagai pemicu konflik dan kemudian konflik
int memuncak pada muktamar yang diselenggarakan di Semarang.

Konflik itu bgrawal dari kebijakan Gusdur yang dinilai telah banyak
melenceng dari aqidaP Islam, hal itu di buktikan dengan perilaku serta sikap
plolitik maupun keagamaan yang menjadi kebijakannya. Menurut para ulama
b?hwa apa yang dila]qikan Gusdur tidak mencerminkan ajaran agama yang benar,
melainkan telah jauh sferta dapat dibilang menyesatkan.

Seperti di coﬂtohkan tentang kebijakan Gusdur yang menentang dan
melno]ak RUU anti pprnografi, di mana menurut para ulama seharusnya PKB
n}emberikan respon | baik terhadap diterbitkannnya RUU tersebut dan
mendukmngnnya. Akan tetapi PKB dengan diwakili oleh Gusdur telah membuat
kebijakan yang salah c}engan menolak adanya RUU tersebut. *

|

Sebagaimana [kita ketahui bahwa adanya RUU anti pornografi itu
sangatlah pent ng adaflya, karena RUU tersebut lahir setagai upaya pemerintah
dalam menanggulan§ maraknya pornografi dan porneaksi dengan berbagai
macam bentuknya yan membawa dampak buruk terhadap moral masyarakat.
Oleh karena itu, dem? menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang Islami
serta bermora , maka:di butuhkan aturan-aturan atau norma yang bisa menjadi
control terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Di samping itxf, penyebab lain munculnya konflik di internal PKB adalah

karena tidak berjalannya sistem yang ada di dalam partai ini, hal itu di tandai

T

terl}adap fenomena-fenomena kehidupan masyarakat yang tidak terbatas pada politik semata,
sehingga 2selalu dijadikan tempat nasehat para politisi NU. :
Anwar Sadat, Péngurus DPC PKB Jatim, Wawancara, Gedung Astranawa 19 Juli 2007
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dengan pengambilan keputusan yang seringkali tidak melalui sistem organisasi
yang telah menjadi komitmen bersama di dalam tubuh PKB yakni azas
musyawarah sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART).’

Berangkat dari persoalan di atas, para ulama melakukan koreksi terhadap
keb?jakan Gusdur yang dianggap tidak sejalan dengan primsip-prinsip organisasi
serta nilai-nilai ajaran pgama yakni amar ma 'ruf nahi munkar. Akan tetapi koreksi
tersebut tidak mendagat tanggapan baik dari Gusdur, justru semakin meruncing
menjadi konflik diantzira mereka.

Perbedaan panflangan yang berkembang menjadi korflik itu terus berlanjut
dan akhimya mem\}:ncak pada Muktamar Semarang yang menjadi forum
pertanggungjawaban }(epengurusan PKB pada masa itu. Di dalam forum itulah
terjadi perdebatan panjang terkait dengan kebijakan PKB di bawah komando
Gusdur yang selama ini telah banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Akhimya - kenflikib itu sharus «dibayar s meahal o dengan s perpecahan (dan
semrautnya hasil muktamar Semarang, bahkan menurut kubu ulama, muktamar
Semarang tidak sah karena penuh dengan tipu daya dan kecurangan, sehingga
kubu ulama im menyelenggarakan muktamar ulang yamg diselenggarakan di
Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Pada muktamar Surabaya ini menurut kubu
ulama adalah muktamar yang sah, dan menghasilkan keputusan yang diantaranya

adalah mengubah nama PKB menjadi PKB ulama.

3 Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPP PKNU, Gedung Astranawa, Wawancara, 23
Juli 2007, Pukul 14.00
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Selaia itu, pecahnya PKB yang merupakan konsekwensi dari konflik itu,
juga membawa dampak yang sangat luar biasa, yaitu dengan hengkangnya para
ulama dan pendukungnya dari tubuh PKB yang kemudian membentuk partai
politik baru yang diberi nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Padahal sebagaimana telah maklum bersama bahwa PKB lahir dan besar atas ide
serta dukungan daripada para ulama tersebut.

Dengan di awali kesepakatan (ittifag) dari para ulama, akhirnya
terbentuklah forum 17 yang diselenggarakan di pondok pesantren Langitan Tuban
Jawa Timur, dan dari forum itu lahirlah partai yang diberi nama PKNU pada
tanggal 21 Nopember 2006,'. lahirnya partai ini di dorong oleh keinginan
masyarakat Indonesia terutamanya warga nahdhiyin akan adanya partai yang
dapat mengartikulasikan aspirasinya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, bahwa kelahiran PKNU
disepakati melalui akad dan mufakat para ulama dalam pertemuan Tim Tujuh-
Belas yang diantaranya adalah :

. KH. Abdullah Fakih (Langitan Tuban Jawa Timur)

2. KH.Ma’ruf Amin (Tenara, Banten)

3. KH.Abdurrahman Chudlori (Tegalrejo, Magelang Jawa Tengah)
4. KH. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin (Panji Situbondo Jawa Timur)
5. KH. M. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jawa T-mur)

6. KH, Ahmad Warson Munawir (Krapyak, DI Jogjakarta)

7. KH. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Termanggung, Jawa Tengah)

4 Ma’ruf Amin, Kenapa Harus PKNU, Cet 1 tahun 2007, hal 5



43

8. KH. Abdullah Schal (Bangkalan, Jawa Timur)

?. KH. Sholeh Qosim (Sepanjang Sidoarjo Jawa Timur)

10. KH. Nurul Huda Djasuli (Ploso, Kediri Jawa Timur)

11. KH. Chasbullah Badawi (Cilacap, Jawa Tengah)

12. KH. Abdul Apzim Abdullah Suhaimi MA (Mampang Prapatan, DKI
Jakarta)

13. KH. Mas Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan, Jawa Timur)

14. KH. A. Humaic}i Dahlan Lc¢ (Banjarmasin, Kalimantan Selétan)

15. KH. M.Thohir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan)

16. Habib Hamid Bin Hud Al-Atthos (Cililitan DKI Jakarta)

17. KH. Aniqg Muhammadun (Pati, Jawa Tengah).5

Adanya forum Langitan yang terdiri dari tim 17 tersebut menghasilkan
beberapa butir kesepakatan yang diantaranya adalah :

Liig Para kiai/ulama  sepakat(ittifag) mntuk, mendirikan, partai;bany sebagai
kelanjutan PKB ulama.

2. Nama partai disepakati partai kebangkitan nasional ulama (PKNU),
dengan catatan dapat disempurnakan ataupun diubah dalam muktamar
mendatang.

3. Lambang partai disepakati tetap seperti rancangan semula dengan catatan

dapat disempurnakan atau diubah dalam muktamar mendatang.

3 Ibid, k! 12
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Azas partai disepakati Islam Ahlussunnah waljama'ah atau (maksudnya)
adalah Islam alp (menurut faham) Ahlussunnah waljama'ah.

Prinsip pexjuzfngan partai akan disempurnakan dalam muktamar
mendatang dePgan menghilangkan kata-kata yang dapat menimbulkan
kontrovesi.

Tujuan partai pdalah memperjuangkan tegaknya Islam ala Ahlussunnah
waljama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang
berdasarkan Pa’pcasila dan UUD 1945.

Kepengurusan PKNU merupakan kelanjutan kepengurusan PKB ulama
yang disempurpakan sesuai ketentuan internal partai dan akan diadakan
perubahan atan pergantian kepengurusan baru yang definitive dalam
muktamar yang akan datang dengan mengacu pada criteria pokok : harus
kader yang benar-benar berfaham Ahlussunnah waljama'ah.

Struktur kepengurusan partai bertambah satu kotak atau kamar untuk
dewamn - mustasyar, usehingga Jd rumusanaya i cmenjadiinsebagai diberikut <5
Susunan Kepengurusan Partai di semua tingkatan terdiri dari :a) Dewan
Mustasvar;b) Dewan Syura, dan : ¢) Dewan Tanfidz. Dewan Mustasyar
tidak termasuk dalam kepengurusan harian, tetapi memiliki hak veto
dalam segala proses penyelesaian persoalan partai.

Rapat tim 17 merekomendasikan kepada partai (DPP PKNU) agar segera

mnelaksanakan muktamar pertama, paling lambat pertengahan tahun 2007,
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apabila proses pendirian dan pendaftaran serta pengesahan partai oleh

departemen Hukum dan HAM dinyatakan telah selesai.®

Kelahiran PKNU dimaksudkan sebagai kebangkitan nasional dari ulama,
Qen%an partai ini para Plama memotori gerakan kebangkitan nasional kedua dalam
melm perbaikan—Perbaikan atas tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
yang selama ini &anggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan cita-cita
pancasila.

Adanya PKNU menjadi sarana berpolitik bagi para ulama untuk ikut serta
memberikan  partisipesinya  sebagai warga Negara Indonesia dalam
memperjuangkan kepemtingan bangsa dan Negaranya, sebagaimana perjuangan
ulama terdahulu yang juga ikut andil dalam perpolitikan Indonesia dalam rangka
mewujudkan cita-cita pangsa, Negara dan agama. Oleh karenanya kemudian para
ulama mengartikan PKNU sebagai moment kebangkitan sejarah yang kedua.

Dengan PKNLUJ . para ulama  menghendaki terciptanva, tatanan, sosial,
poljtik, ekonomi, hukum serta seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia
yang selaras dengan visi keagamaan Ahlussunnah waljama'ah sehingga tercapai
harmonisasi serta menghindari benturan antara agama dan Negara (/i-ishlahil
ummah diniyatan wa fjtima’iyatan, iqtishodiyatan wa siyasiyyatan, fikriyyatan wa
akhlagiyyatan).” Dengan motornya para ulama maka secara tidak langsung telah

memberi warna politik baru yang jauh dari arogansi kekuasaan.

S Ibid, hal 28
7 Ibid, hal 10
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Dengan memadukan antara nilai-nilai keagamaan yang moderat, toleran
serta menghormati kemajemukan sebagaimana terkandung dalam Islam
Ahlussunnah waljama'ah sekaligus nasionalisme yang kokoh, PKNU mencoba
untuk menjadi pana’ politik yang bercirikan religius yang concern pada
kepentingan rakyat dan kontekstual dengan modernisasi yang telah berkembang
dglam segala aspek kehidupan masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus partai ini dan mem a
dengan partai lain, di antaranya adalah pertama, PKNU berasaskan Islam
Ahlussunnah waljama'ah, dan asas seperti ini tidak dimiliki oleh partai lain, yang
kedua peran dan posisi ulama dalam PKNU. Di partai ini para ulama mempunyai
peran dan posisi sentral dalam proses pengambilan kebijakan yang di buktikan
dengan adanya dewan Mustasyar yang diduduki oleh ulama-ulama senior. Yang
ketiga adalah para ulama yang tergabung dan memperkuat PKNU tidak untuk
memperoleh kedudukan politik namun lebih di dasari oleh dorongan untuk
melakukan tanggungjawab bagi perbaikan dan kemaslahatan umat_ ®

Berdirinya PKNU yang dilatarbelakangi adanya konflik di tubuh PKB,
sudah barang tentu menimbulkan berbagai asumsi dan penilaian tersendiri dgri
masyarakat, baik yang datang dari konstituennya, pengamat maupun dari lawan
politiknya. Dari hasil investigasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan
bahwa asumsi tersebut ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat

negative.

® Ibid, hal 20
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Menurut Darwjs Mazhar (anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB),
berdirinya PKNU a(falah merupakan bentuk kekecewaan politik, dimana
kekecewaan  tersebut discbabkan oleh perbedaan sikap dan pandangan.
Menurutnya hal ini sangat wajar terjadi di duniz: politik.

Wazirul Jihad (sekretaris PPP Kabupaten Pamekasan) menilai bahwa
la,hfrnya PKNU tidak terlepas dari adanya pertarungan kepentingan diantara
rqasing—masing kubu. Kubu Khoirul Anam dan para kiai khos ingin
rﬁe;narginalkan Gusdur dan orang-orangnya karena persoalan sikap Gusdur yang
dianggap diluar k?pentingan partai. Sedangkan kubu Gusdur ingin
mempertahankan dirinya karena tidak merasa bersalah, baik secara hukum sosial

atgu undang-undang partai.

B. Visi & Misi

Sebagai partai dolitik, PKNU mempunyai visi dan misi yang kemudian
tertuarigiidi datam platform pa:rtainya, tayaknya partaiigpolitikslain PKNU jugz
mempunyai target tertentu dalam aktifitas politiknya. Adapun visi PKNU adalah
menciptakan Negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (baldatun
tayyibatun wa rabbuu ghafur) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang
berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air.”

Sedangkan misi PKNU tercermin dari tiga bentuk tanggungjawab yang
diemban ulama. Pertama, adalah tanggungjawab keagamaan (mas "uliyah diniygh)

yakni ulama menjadi penjaga keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan

? Ibid, hal 14
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aqidah Ahlussunnah waljama'ah (mas'uliyah diniyah Islamiyah ala tharieqati
Ahlussunnah waljamalah) sebagai kerangka berfikir dan bertindak dalam agama
dan berbangsa sehingrga antara agama dan negara tumbuh saling mengisi dan
tc;:r(fapai harmonisasi.

Tanggungjawab kedua yang dipikul ulama adalah bertalian dengan umat
(mas’uliyah umatiyyah), yakni ulama berupaya untuk memenuhi tuntutan umat
atas tiga hal yang menjadi kebutuhannya, antara lain kebutuhan priemer
(dharuriyah atau asasf}{yah), kebutuhan sekunder (kajiyyah) dan kebutuhan yang
sifatnya aksesoris (tafinisiyyah atau takmiliyyah). Kebutuhan umat baik yang
primer, sekunder atgu aksesoris ini menjadi tanggungjawab ulama untuk
memenuhinya agar tercapai kesejahteraan.

Tanggungjawat ulama yang ketiga adalah yang berkenaan dengan
kehidupan berbangsa dan bemegara (mas’ulivah wathaniyyah). Terkait
tanggungjawab ini para ulama meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah final. Keyakinan ini harus senantiasa dikawal melalui
artikulasi (perjuangan) politik ulama agar cita-cita Negara republic Indonesia
seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud dengan

sebaik-baiknya.'’

19 1bid, hal 15
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C. Pandangan PKNU Tentang ;
1. Agidah dan Syari’ah

Sebagai partai politik yang berasaskan Islam Ahlussunnah waljama'ah,
sudah barang tentt FKNU mempunyai konsep serta tujuan yang tidak jauh
beda dengan aliran Ahlussunnah waljama'ah itu sendiri. Ahlussunnah
waljama'ah adalah aliran (madzhab) yang dikembangkan oleh dua tokoh Islam
ternama yaitu imarp Abu Hasan al-Asy’ari dan imam Abu Mansur al-Maturidi,
yang ajarannya banyak diadopsi sebagai ideologi organisasi baik polifik
maupun keagamaan, termasuk salah satunya adalah Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU).

Sebagaimana halnya Khawarij, Mu’tazilah dan Syi’ah, Ahlussunnah wal
Jama’ah merupakan salah satu aliran atau paham teologi yang ikut mewarnai
sejarah perkembangan agama Islam. Sebuah paham yang datang di tengah
dinamika kehidupan umat untuk ambil bagian dalam memberikan solusi
terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam, khususnva yang berkenaan
dengan permasalal}an ikhtilafiyyah aqidah dan keyakinan.

Kalau pada awalnya Ahlussunnah wal Jama’ah muncul sebagai reaksi
terhadap Syi’ah, Qalam perkembangannya juga merespon Mu’tazilah, bahkan
kemunculannya sebagai aliran (madzhab) justru pada masa kejayaan
Mu’tazilah yaitu pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun, al Mu’tasim
dan al-Watsiq ( 813-847 H.), yang telah menjadikan Mu’tazilah sebagai aliran
resmi Negara. Wa}aupun pada akhirnya keputusan ini dibatalkan pada masa

pemerintahan Khalifah al-Mutawakkil ( 848H).
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Secara substantif, Ahlussunnah wal Jama’ah meliputi tiga aspek yakni
aspek agidah, figh dan akhlag, meskipun diskursus.para ulama seringkali
hanya membicarakan aspek aqidah dan syari’ah. Sementara aspek akhlaq atau
tashawwuf menurpt para ulama secara pengalaman ( practice ) telah
terkandung dalam fiua aspek tersebut.

Seperti disepaketi oleh para ulama, aspek yang paling krusial didalam
Faham Ahlussunnalk  wal Jama’ah adalah aspek aqidah. Aspek ini krusial,
karena pada saat Mu’tazilah dijadikan sebagai paham resmi pemerintah oleh
penguasa Abbasiyyah, telah terjadi kasus mihnah (inquisition) yang cukup
menimbulkan kergsaham umat Islam. Imam Asy’ari saat itu tampil untuk
mengoreksi kebijekan pemerintah dan sekaligus mengkonter teologi
Mu’tazilah yang dalam beberapa hal dianggap bid’ah atau menyimpang.
Pemikiran teologi Islam Imam Asy’ari ini ternyata diterima dengan positif
oleh mayoritas umat Islam sehingga kemudian terbentuk kelompok
Asy’arivah. Cikal bakal ini akhirnva terintitusi dalam bentuk madzhab al-
Asy’ari.

Adapun aspek yang kedua dalam paham Ahlussunnah wal Jama’ah adalah
syari’ah atau fikih, yaitu pemahaman keagamaan yang berhubungan dengan
ibadah dan muamalah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ibadah
adalah tuntutan formal yang berhubungan dengan tata cara seorang hamba
berhadapan dengan Tuhan, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.

Sedangkan yang dinamakan muamalah adalah bentuk ibadah yang bersifat

social horisontal, yakni menyangkut hubungan manusia dengan sesama
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manusia secara 1orizontal seperti dalam hal jual beli, pidana, perdata, sosial,
politik, dan sebagainya, yang kemudian disebut hablum minallah dan hablum
mINannas.

Aspek syari’at Ahlussunnah wal Jz;ma’ah ini bersumber dari empat
madzhab besar dalam Islam, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Para
Ulama berpendapat bahwa paham aqidah empat madzhab tersebut sejalan
dengan faham Ahlussunnah wal Jama’ah. Seperti halnya Imam Asy’ari yang
bermadzhab kepada imam Syafi’i, dan al Maturidi yang bermadzhab kepada
imam Hanafi dibidang syari’ah dan figh.

Ahlussunnah waljama'ah sebagai aliran yang dikembangkan oleh kedua
tokoh diatas dikenal dengan ajarannya yang moderat, adil dan ada
keseimbangan dalam menghadapi sebuah persoalan, baik masalah pemikiran
ataupun masalah yang terkait dengan hukum syar’i (figh). Sehingga ajaran ini
banyak diminat oleh sebagian besar umat Islam.

PKNU sebagai organisasi politik yang berasaskan Islam a/a Ahlussunnah
waljama'ah sebagai ideologi politiknya, tentunya mempunyai pandangan yang
tidak jauh beda dengan pemahaman ke-agidah-an atau ke-syari’ah-an
sebagaimana para ulama sunni di atas. Hanya saja pemahaman aqidah dan
syari’ahnya hamus kontekstual dengan perkembangan masyarakat Islam pada
khususnya dan -nasyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, reformatif, dan dinamis

dan bermetode \manhajiyyah) sebagaimana karakteristik Ahlussunnah
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waljama'ah, memjadi karakter dan sikap politik bagi PKNU. Dengan prinsip
dasar tersebut, ’KNU menginginkan perubahan mendasar (pencerahan) di
dalam masyarakat, terutamanya dalam hal pemahaman keagamaan umat
Islam.

Di dalam PKNU, ahlussunnah wal Jama’ah adalah sebagai ideologi dan
metode berfikir (manhaj al-fikr) keagamaan yang mencakup semua aspek
kehidupan yang berlandaskan dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan
dan toleransi. Baginya Ahlussunnah wal Jama’ah harus diletakkan secara
proporsional, yekni bukan sebagai madzhab, melainkan manhaj al fikr (cara
berfikir tertentu) yang digariskan oleh sahabat dan para murid-muridnya yaitu
generasi tabi’in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam
menyikapi situasi politik ketika itu.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah
adalah produk vang bebas dari realitas sosio kultural dan sosio politik yang
melingkupinya. Justru nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran
Ahlussunnah waljama'ah haruslah mampu berdialektika dengan tradisi dan
budaya lokal se-empat.'*

Sebagai partai politik yang berasaskan Islam Ahlussunnah waljama'ah,
PKNU memiliki dua tujuan utama'®, pertama, memperjuangkan terwujudnya
sebuah masya-akat dan pemerintahan yang berketuhanan, berkeadilan,
beradab, berperikemanusiaan, sebagaimana menjadi amanat pancasila dan

UUD 1945. Kedua, ingin menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang

12 11
Ibid
3 Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPP PKNU, Wawancara, Astranawa 23 Juli
2007
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bersendikan perpaduan kuat antara nilai-nilai keagamaan vang moderat.
foleran, dan menghormati kemajemukan, sebagaimana terkandung dalam
Islam Ahlussunnal} waljama'ah. Kefiga, ingin mempertahankan kemerdekaan
dan keutuhan kedauktan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam pancasila

dan UUD 1945.

2. Demokrasi

Sebagai agama Tuhan, Islam mempunyai ajaran yang sangat universal
Bahkan dikalanganp para pemikir Islam, agama Islam adalah satu-satunya
agama yang memiliki ajaran yang paling utuh, serba melingkup dan senantigsa
sesuai dengan kebytuhan zaman.

Salah satu dokton Islam yang berkenaan dengan demokrasi adalah doktrin
politik (Islam) yang universal dan holistic, seperti keadilan (a/-adl), kebebasan
(al-hurriyah), persamaan (al-sawa’), dan musyawarah ( al-syura).14 Dan
konsep inilah yang menjadi inspirasi bagi PKNU dalam gerakan politiknya.

Di dalam Islam, Demokrasi di kenal dengan konsep syuro, kata ini berasal
dari akar katanya sya-wa-ra, syawir yang berarti berkonsultasi, menasehati,
memberi isyarat, petunjuk, dan nasehat. Kata syura yang berasal dari bahasa
arab ini kemudian di serap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata
musyawarah yang berarti mengumpulkan dan menyimpulkan pendapat

berdasarkan pandangan antar kelompok.

¥ Kuntowijoyo, Identitas Politik Islam, (Bandung, Mizan, tahun 1997) hal 91-101



SA

Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa avat vang menielaskan tentana
Syura, diantaranya tesdapat di dalam surat al-Syura ayat 38 yang artinya :
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“dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruhan Tuhannya dan
mendirikan  solai, sedangkan wrusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang
Kami berikan kepqa’a mereka”.

Yang kedua terdapat dalam surat Ali Imran, ayat 159, yang
memerintahkan nabi untuk berkonsultasi dengan orang-orang di dalam
masyarakat untuk melaksanakan keputusan-keputusan setelah pasrah kepada
Allah, ayat itu berbunyi :

P P e
g . - R ‘: 5 g ° 205, /. ‘:/ J’// ,}/, 5.’/‘.,,, & :
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“maka disebabkanirahmat Allahlah kami berlakicilemah lembudi terhadap
mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentuiah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan
ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan

»”

itu... .

Di dalam Islam, konsep ini dijadikan media untuk memecahkan berbagai
persoalan umat Islam, mulai dari urusan keadilan, persamaan hak sampai
kepada masalah kebebasan bertindak dan menyampaikan aspirasi. Demokrasi
ala Islam itu dibuktikan dengan sistem politik pada masa rasulullah hingga

masa kebangkitan Islam yaitu pada masa Khulafaurrosyidin.

26

15 Khamami Zade-Arif R Arafah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta, LSIP tahun 2004) hal
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Secara garis besar. konsep Islam tentane al ‘adalah. al hwrrivek 1
musawah serta al syrra adalah prinsip dasar demokrasi yang dapat dijadikan
penegakan sistem Politik. "4l adalah merupakan prinsip penegakan keadilan.
dengan memberikfm justifikasi atas kebenaran dan menyalahkan terhadap
fihak yang bersalah. Dalam al Qur’an Allah SWT, berfirman dalam term ‘ad/
sebanyak 28 kali, hal ini sekaligus menjadi indikasi yang cukup kuat akan
urgensi penegakan keadilan.

Prinsip kedua, Al-hurriyah ( kemerdekaan, kebebasan) adalah, merupakan
suatu jaminan atas kebebasan umat ( rakyat ) dalam mengekspresikan
kreativitas dan hak- hak mereka, sepanjang masih sesuai dengan perundang-
undangan atau syari at Islam yang telah ditetapkan.

Prinsip ketiga, al-musawah (kesataraan/persamaan), yaitu upaya
penghapusan diskraminasi dengan menempatkan manusia pada posisi atau
derajat yang sama. Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama bagi semua
rakyat dimuka undang- undang dan hukum agama, tanpa memandang atribut
yang menempel pada dirinya, seperti kekayaan, jabatan, kekerabatan, rasial,
kesukuan, agama secara formal dan sebagainya. Dengan kata lain hanya
komitmen terhadar al-haaq (the truth), sekalipun harus berhadapan dengan
kelompok mayorites.

Sedangkan al-syura (musyawarah) sebagai prinsip terakhir diproyeksikan
sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan bersama,

berdasar  suara hati nurani rakyat. Konsekwensi dari a/ syura adalah adanya

T
'S Ckoirul Anam, f(etua DPP PKNU, Wawancara, gedung Astranawa, 23 Juli 2007 pukul
14.00 !
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pertanggung jawaban atas semua tindakan para penguasa dengan meniuniune
Finggi permusyawaratan.

Antara konsep syuro dalam Islam dengan demokrasi terutamanya yang
Perkembang dari pemikiran barat, ada persamaan dan perbedaannya. Nilai-
nilai yang terkandung di dalam demokrasi tidak jauh beda dengan nilai-nilai
yang terkandung di dalam syuro.

Secara garis besar demokrasi mengandung beberapa pengertian yaitu :

}. Ketentuan hukum lewat rakyat dan atau sejenisnya.

2. Peletakan hukum lewat anggota-anggota organisasi atau partai

3. Praktek atau ruh persamaan sosial

4, Keadaan sostal vang merata dan tidak mengenal kelas

5. Rakyat umum sebagai kekuatan politik

6. Kesatuan politik atau sosial yang mutlak di tujuan anggota-anggotanya.'’

Jadi pengertiam demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang
mengikutsertakan seluruh anggota musyawarah dalam pengambilan keputusan
yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama yang
didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian
bahwa semua mapusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta
kewajiban yang sama. 18

Secara literal, domokrasi yang berarti kekuasaan oleh rakyat, yang dalam
doktrin Islam sangat berbeda, yaitu menganut kedaulatan di tangan Tuhan.

Namun demikian tidak otomatis demokrasi bertentangan dengan Islam, atau

31

'7 Adnan Ali Ridha an-Nahwi, Syuro dan Demokrasi, (al-Kautsar, Jogjakarta 1989) hal

'* Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IV (PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1989) hal 293
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sebaliknva demokrasi bukanlah konsep vang secara keseluruhan Islami. Akan
tetapi dalam Islam terkandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan
demokrasi.”’

Meski demikiafx, terdapat beberapa pemikir Islam yang menolak anggapan
syuro disamakan dengan demokrasi, salah satunya adalah Muhammad
Dhiya’uddin al-Ra’is. Ia mengajukan tiga prinsip,”’ pertama, yang dimaksud
kata bangsa atau umat dalam demokrasi modern adalah bagaimana yang sudah
popular di dunia ba-at, yaitu bangsa yang dibatasi oleh letak geografis, dengan
kata lainndemokragi selalu terkait dengan nasionalisme. Sedangkan menurut
Islam umat tidak Farus terikat oleh suatu tempat, darah atau bangsa. Ikatan
sebenarnya adalah agidah.

Kedua, tujuan demekrasi adalah tujuan yang bersifat duniawi atau
material, jadi dempkrasi hanya ditujukan untuk merealisasikan kesejahteraan
umat (rakyat). La}'.n halnya dengan demokrasi, selain mencakup kebutuhan
duniawi atau material, Islam juga mempunyai tujuan yang bersifat spiritual
yang lebih fundamental.

Ketiga, kekuasaan rakyat menurut demokrasi adalah mutlak, dengan kata
}ain baiwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sedang dalam
Islam, kekuasaan rakyat tidak bersifat mutlak, melainkan terikat dengan

ketertuan-ketentuan syariat agama.

' Choirul Anam. Ketua DPP PKNU, Wawancara, gedung Astranawa, 23 Juli 2007 pukul
14.00

% Teuku May Rudy, Politik Islam Dalam Pemerintahan Demokrasi, (Bandung, Pustaka
Tarpiyah, 1999) hal 198-200
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Menurut pendapat lain mengatakan bahwa demokrasi belum lama
digunakan dalam khasanah pemikiran dunia Islam, meski sebenarnya inhgrn
dan sejalan dengaq ajaran Islam. Namun ada pula yang berpandangan bahwa
ajaran Islam beﬁumpu pada konsepsi “kedaulatan Tuhan”, schingga
demokrasi yang b?tmakna “kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat” kurang
sesuai dengan pemikiran politik Islam.?’

Oleh karenanya, melihat demokrasi sebagai paham dan konsep yang
mulia, akan tetapi mengandung bias pemikiran barat, maka perlu diisi serta
diberi jiwa Islami. Artinya perlu dikembangkan adanya pola “teo-
demokrasi”(demokrasi yang berketuhanan) atau pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang tidak k=luar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, oleh PKNU, konsep syura dalam
Islam dikembangkan menjadi sistem demokrasi yang berwajah Islam, karena
syura dalam Islam dapat bermakna demokrasi secara universal dengan
mengacy kepada, ailai-nilai .yang terkandung di dalam: Pangasila;dan IJUD
1945.%

PKNU meliha: bahwa saat ini bangsa Indonesia masih berada pada tahap
transisi demokrasi, belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada
konsolidasi demokrasi yang ditunjukkan oleh adanya ketaatan pada konstitpsi
dan penegakan nukum (law enforcement) secara serius. Demokrasi di

Indonesia masuh berkutat pada tahapan yang prosedural. Akibatnya, proses

' Ali Abdirraziq, al-Islam wa Ushul al-Ahkam, dalam Khamami Zada-Arif R Arafah,
Disfursus Politik Islam, (Jakarta, LSIP tahun 2004) hal 40
%2 Ibid, wawancara dengan Choirul Anam... ...
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demokrasi kerapkali berjalan tidak seiring dengan aspirasi yang berkembang
di tengah masyarakat karena proses demokrasi itu sendiri bersifat elitis.”
Terkait dengap demokrasi di Indonesia, PKNU memandang bahwa
demokrasi harus segera dikembalikan kepada alur yang semestinya, yakni
fnenjadi alat bagi rakyat untuk menkonversi aspirasinya menjadi kebijakan
pemerintah. PKNU menginginkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan

aspirasi dan kehendzk rakyat, bukan keinginan kelompok.**

3. Islam Politik

Islam politik adalah pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik, yaitu
hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami oleh petunjuk Allah, yang
telah bercampur dengan berbagai kepentingan manusia. Islam politik lebih
merupakan upaya mempelajari perilaku politik umat Islam yang didorong oleh
kesadaran keagamaan. Para pelaku Islam politik adalah kelompok Islamis
yang dengan gigihnmya tetapberusaha menumbuhkanNegara Islam. 2

Islam politik sebenarnya berakar dari konsep yang populer dikalangan para
pembaharu modernis muslim untuk menunjukkan ekspresi politik mereka ke
tatanan publik. Datam konsep yang lebih populer, Islam diyakini sebagai din
wa dawlah, “Agama dan Negara”,”® dengan kata lain, Islam dan politik sering

dipersepsikan oleh umat Islam sebagai sesuatu yang integral dan menyatu.

B KH. Ma’ruf Amin, Kenapa Harus PKNU, Cet I tahun 2007, hal 24

?* Ibid, kenapa...hal 24

** Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Politik (Jogjakarta, Tiara Wacana) hal 2
% Ibid, wawancara dengan Choirul Anam



AN

Menurut kalaqgan muslim. Islam meliputi tiga unsur vaitu agama. duni=
dan Negara, karem itu Islam adalah sebuah totalitas terpadu yang
menawarkan pemecahan masalah terhadap semua masalah kehidupan. Islam
harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan dalam keluarga,
ekonomi dan politik. Bagi sebagian kalangan muslim, realisasi sebuah
masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah Negara Islam, yakni
sebuah Negara ideplogis yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran Islam secara
lengkap.

Salah satu aliran yang intens dalam pemikiran politik Islam adalah
kalangan Ahlussunnah waljama'ah atau Sunni, sebagai kelompok mayoritas di
dalam masyarakat, kalangan Sunni biasanya mempunyai kedekatan khusus
dengan pemerintah yang berkuasa, karena pemikiran-pemikiran kalangan
sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan.

Kalangan sunmi pada umumnya melarang umat Islam melakukan
pemberontakan kepada penguasa, walaupun penguasa itu.zalim, menurutnya
pemimpin yang zalim lebih baik daripada tanpa pemimpin (anarkhi).
Kalangan Sunni mengumpamakan ungkapan Ibnu Taimiyah?’ yang
mengatakan bahwa enam puluh tahun berada di bawah rezim penguasa yang
zalim lebih baik dgripada sehari hdiup tanpa pemimpin.

Lebih lanjut "bnu Taimiyyah mengatakan bahwa keberadaan kepala
Negara dibutuhkaq umat Islam tidak hanya sekedar menjamin jiwa dan harta

masyarakatnya, ‘fetapi juga untuk menjamin hukum-hukum Tuhan.

* Muhammad Iqbal, Figh Siyasah, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001) hal 106
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Menurutnya bahwa kepala Negara adalah bayang-bavang Tuhan (Allah) d
muka bumi, kekuasaan dan kewenangannya berasal dari-Nya.

Sedangkan menurut Ibn Rabi’, Allah telah memberikan keistimewaan
kepada para raja dengan segala keutamaan dan mempekokoh kedudukan
mereka di bumi-Nya, oleh sebab itu Allah mempercayakan kepada mereka
untuk memimpin hamba-hamba-Nya yang lain.?® Di samping itu, Allah juga
mewajibkan kepada para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan
menaati perintah mereka.

Te-kait masaleh ini, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa sumber
kekuasaan adalah Tuhan, kemudian kekuasaan itu dilimpahkan kepada
sebagian kecil hamba-Nya. Oleh sebab itu kekuasaan kepala Negara bersifat
sakral dan umat harus mengikuti kepala Negara. Al-Ghazali melarang umat
Islam melakukan pemberontakan kepada kepala Negara, karena pembentukan
Negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan atas dasar
perintah syar’i. 2

Berdasarkan pendapat ketiga tokoh sunni di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kepala Negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya, kekuasaannya
bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dengan catatan
kepala Negara tersebut masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh
berbuat maksiat kepada Allah.

Berbeda dengan ketiga pemikir sunni di atas, al-Mawardi berpendapat

bahwa sumber kekuasaan kepala Negara adalah berdasarkan perjanjian antara

28 Ibid, hal 107
% Ibid
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kepala Negara dan rakvatnya (kontrak sosial).®® Dari perianiian inilah lahirlab
hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Rakyat yang
telah memberikan sebagian haknya kepada kepala Negara berhak menurunkan
kepala Negara, bila dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan
sesuai dengan pe(jqnjian yang telah disepakati bersama.

Al-Mawardi menganggap kekuasaan kepala Negara sebagai sesuatu
yang suci, akan tetapi dia juga menganjurkan untuk patuh dan tunduk terhadap
kepala Negara yang telah terpilih. Kepatuhan disini tidak hanya berlaku
kepada kepala Negzra yang adil, akan tetapi juga kepada kepala Negara yang
jahat. Al-Maward] mengutip sebuah hadist untuk mendukung pendapatnya,
yang artinya :

“akan ada kelak pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka ada yang baik
dan memimpinmu dengan kebaikannya. Tapi ada juga yang jahat dan
memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkan dan patuhilah mereka sesuai
dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kamu

dan mereka. Tetapi kalau mereka berbuat jahat, maka (akibat baiknya) untuk
kamu dan kejahataanya kembali kepada mereka ™.’

Bagi penganut konsepsi Negara Islam, kriteria Negara Islam yang ideal
terdapat pada zaman Nabi. Pada masa Nabi di Madinah, Nabi berfungsi
sebagai pemimpin pemerintahan dan imam terbesar bagi umat Islam. Setelah
Nabi wafat, masih terdapat Negara ideal, yaitu di masanya Khulafaurrosyidin.
Pada waktu itu memerintah dan kepala Negara dipilih oleh rakyat dan

pemerintahannya sendiri dijalankan melalui musyawarah (Syuro).

I
3 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah,(Beirut ; dar al-Fikr, t,tp) hal 5
3! 1bid, Figh.....hal 109
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Akan tetapi setelah dua generasi tersebut. tidak pernah lagi di jumpai
Negara Islam yamg ideal, para pemimpinnya telah dipenuhi dengan
}(epentingan-kepengingan politik dan ambisi kekuasaan. Sehingga konsepsi
,Negara Islam sudar_ tidak lagi mampu diterjemahkan ke dalam realitas politik.

Terkait dengatla konteks Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa wacana
Folitik Islam hingga kini masih menjadi wacana menarik dalam pentas politik
:Indonesia. Hal ini wajar karena dalam sejarahnya, perkembangan Islam di
Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan kebangsaan qan
kenegaraan. Meski dapat dikata bahwa Indonesia adalah Negara yang
memiliki keragamp budaya, etnis, bahasa dan agama, tetapi bahwa Islam
adalah agama mayoritas yang dominan adalah relitas yang tidak bjsa
dipungkiri.

Berangkat dari sinilah kiranya yang menjadi salah satu alasan bahwa Islam
oleh para pengikutmya bukan hanya dianggap sekedar agama yang berorientasi
tbadah ritual; mel:leﬁnkan juga concern padamasalah'masalair sosidl] budaya;
gkonomi dan polit-k. Dalam dunia politik, Islam sudah dikenal dan diyakini
sebagai kekuatan wdeologi politik yang cukup dominan dalam pentas politik
tanah air. Politik Islam sendiri memiliki akar histories yang unik dan tradisi
yang amat panjang dalam perkembangannya.

Beberapa pakar Islam mengklasifikasi kelompok-kelompok Islam dalam

lima bentuk, yaitu tradisionalis, reformis, modernis, fundamentalis, dan neo-



modermnis. Tetapi secara konvensional pemikiran Islam di Indonesia dibagi ke
dalam dua kelompck besar vaitu tradisionalis dan modernis.*?

Dua kelompok ormas Islam Indonesia terbesar yang bisa dianggap
mewakili kelompox aliran ini adalah NU dan Muhammadiyah. Meski secara
kultur tetap melekat pada masing-masing aliran, namun polarisasi kelompok-
kelompok aliran tersebut dalam perkembangannya semakin menunjukkan
perbedaan yang tidak jelas, khususnya di kalangan intelektual muslim. Tidak
ada kaum yang bepar-benar tradisionalis ataupun benar-benar modemis, yang
disebabkan adanya interaksi intensif dikalangan berbagai kelompok.

Sedangkan bagi PKNU, Islam Politik secara pemikiran tidak jauh berbeda
dengan kalangan Sunni, hal ini karena PKNU adalah partai politik yang
berhaluan Islam ala Ahlussunnah waljama'ah dan diperkuat dengan sistem
yang berbasiskan Islam dengan ulama sebagai perumus sistem politiknya.
Maka sangatlah wajar kalau PKNU secara konseptual hampir tidak ada
perbedaan dengankaum-sunniidalamkonteksdslam Politik.

Sedangkan kqnsep gerakannya (harakah), PKNU bisa dikata hampir
mirip dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Selain karena para tokoh (ulama)
yang sekaligus pendiri partai PKNU adalah mereka yang selama ini pro aktif
dan menjadi panjtan di dalam NU, karena wama politik PKNU yang
berangkat dari visi keagamaan dengan ulama sebagai pembimbing dan

pengarahnya.

3 A. Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna : respon intelektual
muslim Inaonesia terhadap konsep demokrasi (Jogjakarta, Tiara Wacana, 1999) hal 11-17
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Bagi PKNU, Islam politik adalah gerakan vang ingin mendefinisikan
Islam sebagai sistem politik, karena memang di dalam Islam sendiri
mengancung doktrn politik yang sangat lengkap. Redifinisi yang dilakukan
oleh PKNU tidak sekedar romantisme terhadap pemikiran politik Islam di
masa lampau, akan tetapi lebih kepada ingin menciptakan tatanan politik yang

benar-benar bemaflaskan Islami.

Q. Posisi Ulama Dalam PKNU

Ulama memegang peranan penting di dalam PKNU, hal ini tercermin dari
adanya Dewan Mustasyar dalam struktur PKNU yang berisikan para ulama senior,
hal itu dikarenakan mereka diyakini mempunyai kapasitas keilmuan dan
int?gritasnya terhadap masyarakat, sebagai pengarah dan penentu kebijakan partai
yang bersifat mendasar. Oleh karenanya Dewan Mustasyar tidak termasuk dalam
pengurus harian, yarg bersentuhan dengan operasional dan hal-hal teknis-
manageinen skepartdian) Lembaga dinib hanya c mengarahkan,> credanidwindar
me}uruskan jika tesz}di penyimpangan kebijakan partai agar jangan sampai
beftabrakan dengan ni}ai-nilai agama.

Oleh karena te-diri dari ulama senior, Dewan Mustasyar sama sekali tidak
mempunyai kepentingan politik pribadi baik jangka pendek maupun jangka
paqjang, khususnya berkaitan dengan alokasi sumber daya politik. Lembaga ini
befﬁmgsi sebagai har(s (penjaga) dan menyelesaikan perselisihan internal yang

tidak dapat dituntaskan di tingkatan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.*

33 Ibid, Kenapa....hal 5



Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan PKNU menjadikan para ulama
mempunyai peran yang sangat penting didalam partai, selain karena faktor sosjo-
historis i dalam proses pembentukan PKNU itu sendiri, alasan lain juga turut
menjadi pertimbangan.

Diantaranya acalah peran ulama yang tidak hanya terfokus pada masalah-
masalah <eagamaan, tetapi juga mencakup pada peran-peran sosial politik yang
bersifat sangat mendesak untuk kepentingan bangsa dan negara. Seorang ulama
dituntut mampu mengintegrasikan dirinya secara partisipatif dengan segala
kemampuar yang dipﬁlikinya. Sebagai figur total umat, ulama tidak bjsa
menafikan satu bagian tertentu dari sekian posisi yang harus dimainkan oleh
dirinya sejauh menye}ngkut kebutuhan dan kepentingan serta kemajuan umat
bangsa dan negara.

Diakui atau tidak bahwa pol tik dan ulama tidak dapat dipisahkan, secara
histories bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa para ulama sangat berperan
aktifcdalam-diainika 'perpolitikan Iridonesia” Walaupun diantara' sékian’ banyak
ulama yang berpolitik prientasinya berbeda-beda, ada yang berorientasi kekuasqan
ada pula yang berpolitik etis, dalam arti hanya berorientasi terhadap kemaslahatan
umat.

Ulama sudah semestinya tidak hanya terjebak dengan kerangka asumsi
klasik terbatas sebaga. pemuka agama dan pemimpin informal, tetapi seharusqya
juga mencangkup seluruh aspek kehidupan umat. Bahkan ulama juga bjsa

memposisikan diri sebpgai pemimpin formal serta posisi-posisi lain, dengan syarat
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harus bisa meneriemahkan dirnva secara fungsional untuk membangun
kehidupan umat.

Ulama pada hekikatnya memiliki banyak peran di dalam masyarakat dan
semangat totalitas yang menuntut kearifan untuk di terjemahkan secara maksimal,
se!:hingga eksestensi u}ama akan memiliki titik relevansi dengan asumsi bahwa
ulama betul-betul menjadi agent dan pelopor pencerahan di tengah-tengah
masyarakat. Ulama bisa bergerak dimana-mana dan dalam berbagai posisi
senyampang masih fetap dalam koridor untuk membela kebenaran dan
memberikan yang terbaik bagi perkembangan hidup masyarakat.

Oleh karena imp, dengan menjadikan ulama sebagai icon didalam partai,
PKNU ingin memberkan citra bahwa ulama betul-betul bisa berintegrasi dalam
semua dimensi hidup masyarakat, sebagaimana kreatifitas dan partispasi para
ulama pada masa-masa lalu yang menjadi icon menarik dalam sejarah panjang
dunia.

Mentirut  Abid ai-Jdbiri, inifah yang telah” menjadi’ pemicu evolysi
keilmuan dalam sepamjang sejarah Islam,** yaitu kiprah besar ulama yang menjadi
entry point terciptanya proses kemajuan masyarakat secara dinamis dan
berkembang secara alamiah. Para ulama pada masa itu terikat dalam satu
komitmen untuk berkompetisi dalam melahirkan karya nyata pada masyarakat dan
Islam secara umum melalui berbagai peran dan posisinya, tanpa ada penilaian
yang diskriminatif dalam memandang posisi dan peran yang menjadi pilihan

hidup masing-masing plama.

3 Abid al-Jabiri, Knifik Pemikiran Islan Wacana Baru Filsafat Islam (Yogjakarta, Fajar
pustaka 2003) hal.57
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Pada sisi lain, dalam mainstream masyarakat Indonesia, politik bagi ulama
merupakan sesuatu yamg sangat tabu, karena logika dunia politik yang secara tidak
langsung menempatkan politik sebagai sesuatu yang seolah-olah haram dimasuki
oleh para ulama. Oleh karena itu, memahami politik sebagai aktivitas hidup, tidak
bisa dilepaskan dari pemahaman awal tentang politik itu sendiri. Bahwa manusia
dan politik pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa
dipjsahkan. Karena berpolitik merupakan seni kehidupan yang bisa dilakukan oleh
siaPa saja tanpa mempeda-bedakan golongan, tergantung sejauh mana apresi?si
seﬁeorang terhadap politik.

Dalam hal imi, ulama juga manusia yang memiliki keinginan untuk
mengekspresikan seni berpolitiknya. Jadi, berpolitik dengan tetap berpatokan
terhadap prinsip-primsip kemanusiaan merupakan sesuatu yang sangat lumrah
terjadi, salah satunya oleh ilama. Karena membatasi wilayah politik hanya pada
kalangar tertentu, sama haliya dengan telah membonsai hak azasi manusia dalam
berpolitix'dan”hal Fte tentuinya“sangat' berlawanan ‘déngan pritisip-prinsip’ dasat
Islam yang sangat mepunjung tinggi semangat kebebasan dan hak-hak universal
kemanusiaan.

Seperti halnya hak sebagai warga negara, jaminan jiwa, kebebasan
beragama, berkepercayaan, kemerdekaan beribadah, kebebasan pribadi,

kemerdekaan berperdapat, kemerdekaan bergerak, kemerdekaan berserikat,
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kemerdekaan bekerja, persamaan kesempatan serta hak atas memperoleh manfaat
pelayanan masyarakat™.

Peran politik perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh para
ulama terdahulu, merupakan gambaran bentuk eskpresi kemanusiaan yang tidak
berlawanan dengan esensi kemanusiaan itu sendiri dan tidak berlawanan dengan
subtansi ajaran syari’at. Seperti dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah
political animal (hewan berpolitik).*® Oleh karenanya, keterlibatan ulama dalam
po)itik37 seperti yang belakangan ini menjadi fenomena menarik dalam pergulatan
politik bangsa Indonesia, secara faktual merupakan aktivitas yang tidak salah
kaprah, apalagi bagi bangsa yang menjadikan demokrasi sebagai sistem politik
berbangsa dan bernegara. 2

Dalam konteks ini para ulama yang dimaksud adalah mereka-mereka yang
ter]ibat dan mendukung berdirinya PKNU seperti penjelasan sebelumnya. Bagi
ulama ini berpolitik sgdah bukan barang baru lagi, karena sebagian besar mereka
adalah bpengarusi NI yang dalarmt’ Kesehariannya sudahd kenyang dengan wuragan
politik, Akan tetapi po}itik yang mereka jalankan adalah politik etis yang jauh dari

ambisi kekuasaan. Kezerlibatannya di dunia politik dalam kehidupan berbangsa ini

* Muhibbin, N.A, Hadist-Hadist Politik (Yogjakarta, Pustaka Pelajar-LESISKA, 1996)

hal.35-36

% Henty J. Scmandt, Filsafat Politik: kajian historis dari Zaman Yunai Kuno sampai zaman
modern, terfjemah Ahmad Baidlowi-Imam Baehaqi (Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2002) hal.3-4

37 Faisal Ismail M.A, NU Gusdurisme dan Politik Kiai (Yogjakarta, Tiara Wanca Yogja,
1999) hal.35-36 :

% Tentang demokrasi dengan dimensi idealnya, digambarkan oleh Umaruddin Masdar,
Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi, bahwa demokrasi mempunyai
dimensi makna dan persoalan yang cukup komplek, tidak hanya menyangkut elemen-elemen
subtansial, tetapi juga formal prosedural. Demokrasi di dalamnya dapat dikatakan tingkat
kesejahteraan atau kemaslahatan rakyat yang tinggi, tetapi juga menyediakan beberapa mekanisme
niepyangkut pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Aksioma ini
didasarkan pada suatu i bahwa yang paling tahu tentang yang baik dan bemnilai fungsignal
(maslahah) bagi rakyat a rakyat itu sendiri. (16-17).
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dilihat dari sudut agama tidak ada masalah. karena Islam sendiri tidak pemgh
memisahkan masalah agama dari politik dan kemasyarakatan.

Sebagai salab satu pilar masyarakat yang aktif berpolitik, ulama
mempunyai tugas mepingkatkan kesadaran masyarakat untuk menetapkan Qan
mencapai tujuan bersama. Penyadaran dan penguatan masyarakat dalam konteks
pq}itik, pada akhirnyz akan meningkatkan daya tawar rakyat di depan Negara.

Oleh karenanya, ulamp harus mengembangkan civi/ society, dimana masyarakat

secara alamiyah berhubungan dengan beradab dalam sebuah Negara.”

* Komaruddin fidayat-M. Yudhie Haryono, Manuver Politik Ulama, (Jogjakarta,
Talasutra, 2004) hal 75



BAB IV
ANALISA

Pada zaman Rasulullah hidup, perbedaan pendapat diantara kaum
muslimin dapat diselesaikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai
plctmilik otoritas tunggal. Tetapi sesudah beliau wafat, segala perbedaan tidak lagi
d'ftpfxt diselesaikan begitu saja. Justru sebaliknya, perbedaan pendapat
menimbulkan pertentangan bahkan tidak jarang melahirkan permusuhan diantara
mereka.

Pada titik inilz}h perselisihan diantara umat Islam yang sesungguhnya di
akibatkan pertentangan /mamah dan bukan persoalan akidah. Kemudian
merambah ke wilayah agama, seperti hukum seorang muslim yang berbuat dosa
besar dan bagaimana status hukumnya ketika ia mati, apakah tetap menjadi
mukmin atau menjadi kafir. Dari situ pembicaraan akidah pada masa berikutnya
meluas ke persoalan Tuhan, terutama terkait dengan perbuatan manusia dan
kekuasaan Tuhan.

Dem kian juga fentang sifat Tuhan, keadilan Tuhan, melihat Tuhan, ke-
Hudutsan dan ke-Qadjm-an sifat-sifat Tuhan dan kemakhlukan al-Qur’an. Dalam
mempertahankan penc}apatnya itu terjadi perbedaan yang sangat tajam dan saling
bertentangan. Dari Jertentangan itulah, lahir dua kelompok moderat yang
berusaha  mengkoripromikan  pertantangan  diatas  (Asy’ariyyah dan
Maturid yyah), yang kemudian kelompok ini dinamakan Ahlussunnah

waljama'ah.
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Pada masa inilah, Ahlussunnah waljama'ah muncul sebagai faham atau
metode berfikir (mangaj al-fikr) umat Islam dalam memahami ajaran agama
dengan beik dan benar Dan diakui azau tidak dalam paradigma masyarakat awam
terutamanya, bahwa Ahlussunnah waljama'ah adalah faham yang identik dengan
aliran yang dikembangkan oleh kedua Imam di atas, meskipun pada dasarnya
Ahlussunnah waljamg'ah telah ada pada saat Rasulullah masih hidup dan
ajarannya adalah ajaran Islam itu sendiri.

Dalam perkembangannya, Islam Ahlussunnah waljama'ah secara lambat
lau:); semakin melebarkan pembahasannya seiring dengan kemajuan umat Islam.
Dari yang semula hanya fokus pada persoalan teologi, syari’ah dan tasawwuf pun
menjadi ruaag lingkupnya. Terutama ketika umat Islam sudah tidak integral lagi
dalam masalah pemapaman keagamaan yang diakibatkan oleh kepentingannya

i
masing-m=sing.

Perbedaan pemahaman pada umat Islam semakin meruncing tatkala
perbedaan ity dilatarbelakangi - oleh. kepentingan politik; oleh masing-masing
kelompok, maka perpecahanpun tidak dapat di elakkan sehingga umat Islam
terpecah menjadi beberapa golongan yang kemudian dikenal dengan istilah firgah
daiam Islam. Yang diantaranya adalah aliran Sunni, Mu’tazilah, Syi’ah, Jabariyah,
Qadariyah dan sebagai;xya.

Masing-masing golongan ini saling meng claim diri sebagai aliran yang
berhaluan AlLussunnf_h waljama'ah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Pacahal mereka tahu bahwa pada saat Rasulullah masih hidyp,

tidak permat mengajarkan kepada umat Islam untuk saling bercerai-berai dengan
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menjadi aliran-aliran yang saling bermusuhan (ikhtilafu ummati rahmatun).
Apalagi saling mengkafirkan antar umat Islam hanya karena faktor perbedaan
p?mahaman

Dengan metodenya masing-masing, mereka berusaha mendapatkan
legftimasi umat Islam gecara mayoritas, bahkan ada yang menggunakan cara-cara
terfentu untuk menjadixan ajaran firgahnya sebagai ideologi Negara, sebagaimana
yang dilakukan oleh N}u’tazilah pada masa kholifah al-Makmun. Umat Islam pada
wa}(tu itu sudah ﬁdak;lagi menghiraukan pentingnya ukhuwah Islamiyah diantara
sesama muslim, yang zFia hanyalah kepentingan kelompok yang sangat politis.

Kepentingan politik yang sangat kental bukan saja telah mengakibatkan
umat Islam terpecap belah, akan tetapi telah mengarah kepada saling
mengkafirkan yang berujung saling menghalalkan darah masing-masing, atau
bunuh-membunuh denzan dalih untuk mempertahankan keuTuhan akidah Islam.
Seperti terbunuhnya tiga dari empat orang sahabat Nabi (khulafaurrasyidin) yaitu
Usman;pbin, Affan, ddmer bin Xhottobidan ;Alic BiniAbi, Thalibiyangimenusut
mereka telah kafir dan keluar dari akidah Islam.

Kalau diteliti secara mendalam, perpecahan yang terjadi didalam umat
Islam lebih didominasi oleh kepentingan politik kelompok daripada untuk
kepentingan agama Islam, hal itu disebabkan karakteristik bangsa arab yang
berkelompok-kelompok dan berwatak keras. Sehingga setelah Nabi Muhammad
wafat watak aslinya muncul untuk saling menguasai satu sama lain. Hanya saja
berbeda dengan pada masa jahiliyah yang bangsa arab pada waktu itu belum

masuk agama Islam dan tidak mempunyai keilmuan agama sama sekali.
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Seiring  berjalannva waktu muncullah sebuah aliran vang
mengatasnamakan alizan Ahlussunnah waljama'ah atau sunni yang dimotori oleh
Imam Abu Hasan al,Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ini
muncul sebagai respon atas permasalahan yang dialami umat Islam dan
n}enginginkan untuk kembali kepada ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan
o!eh Nabi Muhammafi SAW (ma ana alaihi wa ashhabi). Karena watak dan
karakteristiknya yang tidak kaku dalam memahami ajaran agama, faham ini
kexpudial menjadi faham mayoritas dikzlangan umat Islam.

Karakteristik (%an wataknya yang fawazun, tawasuth, adil dan tasamuh
serta tidak apriori dalém memahami ajaran Islam telah memikat hati umat Islam
vang paca waktu itu sudah sangat empati dengan perbedaan-perbedaan yang
mengakibatkan perpecahan dikalangan umat Islam. Dengan hadimya aliran
Ahlussunnah waljama‘ah ini umat Islam pada waktu itu seolah-olah mendapatkan
angina segar yang maripu menghidupkan sendi-sendi keagamaan.

Paham keduazImann tersebutimenjadi panutan: idalams faham dAdhlussunnah
wa] Jama’ah, yang secara garis besar memiliki paradigma yang sama yakni
tagdim al nash ‘ala al ‘agl. Dan hasil ijtihadnya pun secara garis besar sama,
sama-sama tidak menafikan sifat Tuhan, sama-sama mengakui al Qur’an gadim,
sama-sama mengakui kemutlakan Tuhan dan sama-sama mengakui al-Qur’an
bu}(an makhlug.

Wawasan ini tidax banyak difahami, terutama oleh masyarakat awam, fahgm

akidah yang diketahui biasanya adalah faham Asy’ariyyah, dalam konteks tertentu

ha] ini dapat menunjufckan kerancuan faham akidah yang dipalajari. Sifat wajib
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20 bagi Tuhan yang sangat populer dikalangan awam. bukan akidah murni al
Asy’ari, ietapi produk akidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang dicampuraduk
antara akidah al Asy’ari dan faham al Maturidy tentang sifat Tuhan.

Yang tidak kalah penting adalah pengembangan wawasan tentang substansi
Q.h}ussumah wal Jama’ah secara normatif dengan mengacu kepada penggalan
r¢4aksi hadits Rasul SAW, ma ana alaihi wa ashhabi. Disamping secara praktis
bpgl‘pedoman pada paham Ahlussunnah wal Jama’ah, juga perlu dipahami
substansi paham Ahlgssunnah wal Jama’ah itu sendiri. Dengan demikian bjsa
dipahami bahwa paham Ahlussunnah wal Jama’ah diinstitusikan dalam bentuk
madzhab itu sesungguhnya sebuah gerakan manhaj al fikr yang berorientasi
prifikasi untuk mengembalikan paham keagamaan Islam vyang dinilai
menyimpang atau bid’ah kepada faham yang sesuai dengan al-Qur’an dan
Sunnah.

Adapun aktualisasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah adalah dengan
mefijadikanswacana pahann Ahlussutinah walJama’dly dktual-dan in¢lsbur dalam
keﬁidupan schari-hari. Wacana tersebut menjadi pedoman aktivitas nyata dalam
kehidupan oraktis, sehingga tidak harya menjadi pedoman secara normatif
Dengan pengertian, aktual dalam ha. bisa pada wawasan maupun materi
Ahllussunnah wal Jama’ah.!

Karena selama ini wawasan yang banyak difahami belum menyentuh
pemahaman Ahlussunnah wal Jama’ah secara menyeluruh, dan terkadang

berwujud dalam pengertian sempit, misalnya hanya difahami dalam konteks

' Nuer Iskandar al-Barsany, Aktualisasi Paham Ahlussunnah Waljama'ah, (PT. Raja
Grqﬁndo Persada, 2001) hal 34
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a%ddah yang mempuryai makna sempit. Dalam hal materi juga cenderung
dipahami sempit, hal karena tidak ada kajian secara utuh mengenai materi
Ahlussunnah waljama'ah. Akibatnya sering terdapat kesalahpamahan dengan
bentuk tudwhan-tudulan yang tidak proporsional. Bahwa Ahlussunnah wal
Jama’ah tidak mampu mengakomodasi bentuk perubahan yang diakibatkan oleh
kemajuan ilmu pengerahuan dan teknologi (IPTEK). Oleh sebab itu menurut
penulis, diperlukan aktualisasi dan konstzktualisasi nilai Ahlussunnah waljama'ah
melalui bentuk  reinterpretasi ata. pemaknaan ulang faham Ahlussunnah wal
Jama’ah. |

Dengan prinsip dasar al-muhafadhah ‘ala qadim al-shalih wa al-akhdz bi
al-jadid cl-aslah (melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-
nilai baru yang lebih baik), sudah selayaknya mencari solusi reflektif doktrin
Ahlussunnah waljama'ah yang dapat menjustifikasikan kemajuan budaya manusia
yang didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang
bercorak humanis!

Sejatinya, prrnsip diatas dapat menuntun umat Islam untuk
memperlakukan fenomena kehidupan secara seimbang, dengan cara
mengapresiasikan has I-hasil kebaikan yang dibuat orang-orang terdahulu dan
be[rsikap kreatif mencari terobosan baru untuk menyempurnakan tradisi tersebut
atau menciptakan trad}si baru yang lebih baik. Dengan begitu akan memacu untuk
tetap bergerak kedepar: dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

Doktrin dan karakteristik ahlussunnah waljama'ah sebagai sebuah metgode

berfikir bagi umat Islam telah menempatkan paham ini mampu berdialektika
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qengan kebutuhan dan perkembargan zaman. Ahlussunnah waliama'ah vang
semula Fanya berkutat pada persoalar teologi, kini telah mampu beradabtasi
dengan berbagai aspek kehidupan masvarakat, yang salah satunya adalah aspek
politik.

Kemajuan umat Islam di bidang politik adalah bentuk pemahaman umat
I$17m tentang pentingnya tatanan yang baik di dalam berbangsa dan bernegara,
s¢hingga diperlqkan ajanya sebuah konsep yang bagus dan selaras dengan tujuyan
hic}up umat Islam $u sendiri. Dalam konteks kekinian, tidak heran jika
Al}lussunnah waljama'ah tetap menjadi rebutan kalangan Islam untuk dijadikan
ideologi baik organisasi keagamaan ataupun politik, Adalah Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU), salah satu partai politik yang menjadikan Ahlussunnah
waljama'ah sebagai ideologi politiknya.

Dengan berasaskan Islam ala Ahlussunnah waljama'ah, PKNU
mepginginkan terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
Islami dan berkeTubanan, sebagaimana yang terkandung, di dalam UUD 45 dan
Papcasila. Selain itu. dijadikannya Ahlussunnah waljama'ah sebagai ideologi
partai adalah bentuk <einginan sebagian umat Islam yang menginginkan adanya
transformasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan politik. Walaupun tidak mesti
mengadopst konsep sistem politik sebagaimana yang berkembang di dalam
diskursus politik Islam (seperti Jama’ah Islamiyah, Hisbut Tahrir dan sebagainya).

Dalam kaitan ini, PKNU mendasari dengan empat semangat yaitu ruhut
tac{ayun (semangat beragama yang dinahami, didalami dan diamalkan), ruful

wathanipah (semangfxt cinta tamah air), ruwhwt ta’addudiyah (semangat
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menghormati perbedzan). dan rwhul insanivah (semangat kemanusiaan)
Semangat dari konsep inilah yang kemudian menjadi landasan aplikatif politik
PKNU, yang senantiasa sesuai dengan konsep politik yang terdapat di dalam al-
Qur'an. Walaupun dalam wacana ini masih sangat inferpretable di kalangan
pemikir Islam.

Gusdur adalah salah satu tokoh yang memakai model pendekatan kultural
menjelaskan format Islam dalam dimensi politik, bahwa menurutnya Islam tidak
mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal
politik kewarganegaraan. Satu sisi Islam tidak pernah lepas dari politik, yakni
dalam pengertian melakukan transformasi sosial kemasyarakatan, hanya wujud
dan formetnya yang tidak diberikan aturan yang tegas. Ia mengatakan “Islam tidak
mengenal doktrin tentang Negara an sich, doktrin Islam tentang Negara adalah
tentang keadilan, kemakmuran. Selama pemerintah bisa mencapai d‘dn
mewujudkan keadilan dan kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan
Islam™.

Lebih jauh Gusdur mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep
perﬁnerintahan yang defﬂnitif, sehingga pemaksaan diterapkannya Islam sebagai
tatanan tunggal dalam denyelenggaraan Negara secara konseptual tidak beralasan.
Ia membuktikan bahw? dalam suatu aspek kenegaraan yang paling pokok tentang
persoalan suksesi kepemimpinan, Islam tidak mewujudkan konstanta tertentu.
Akibatnya hanya daam waktu tiga belas tahun setelah wafatnya Nabi
Muhammad, para sal?abat telah menerapkan tiga model yang berbeda, yaitu

baj'at, istikhlaf; dan a(:lul helli wal agdi dalam mekanisme suksesi kekholifaan
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Jadi menurutnya, ka au memang Islam ada konsep vang definitif tidak
akan terjadi demikian apalagi para sakabat sangat tunduk kepada Rasulullah.
[slam memang sengaja tidak mengatur konsep kenegaraan. yang ada hanva
komunitas agama (kuatum khoiru ummah) bukan khoiru daulah atau khoiru
mambkalah. *

Dalam hal ini secara substansial memberikan makna yang sama dengan
apa yang digagas oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya, ia mengistilahkan dengan
dua 1stilah, pertama, istilah yang mengandung pengertian berkumpulnya manusia
dalam masyarakat (al-[jtima’ al-Insani) yang memberikan pemahaman
berkumpulnya manusia dalam masyarakat adalah suatu kenyataan yang tidak
dapat dibantah lagi. Perkenrbangan dari berkumpulnya manusia tersebut dalam
masyarakat adalah tirrybulnya kekuasaan serta peran solidaritas dalam memupuk
kekuasaar, yang akhirnya sampai pada kekuasaan Negara.

Yeng kedua, istilah yang digunakan adalah al-Umran yang mengandung
per}gertian pembangunan, 'déngan demikian “Kehidupan daiami ‘masyarakat bagi
Ibnu Kholden tidak Fanya memiliki tujuan hidup bersama, akan tetapi juga
berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia.’

Maka sebenarrya relevansi makna dengan apa yang diutarakan oleh
Gusdur dan Jbnu Kholdun adalah bahwa konsep berkumpulnya manusia disini
-adalah kuntum khoiry ummah yang mengadakan upaya internalisasi nilai-nilai
Islam secara kultural yang endingnya mengarah pada konsep pembangunan atau

pemberdayaan sumber daya manusia seutuhnya serta mewujudkan keadilan,

|
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kemakmuran dan kebebasan yang sebenarnva. Namun berkembangnva manusia
tersebut dalam upaya mengejawantahkan konsep kuntum khoiru ummah haruslah
di dasari dengan landasan bermusyawarah, vang mencakup di dalamnya ialah
kebebasan (al-hurriveh), keadilan (al-adl), persamaan (a/-musawah) dan

persaudaraan (a/-ukhuvah).



BAB V
KESIMPULAN DAN PENUTUP

A Kesimpulan

Berpijak paca perbahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Ahlussunnah waljama'ah merupakan ajaran pemahaman keagamaan yang

berorientasi terhadap pengamalan syari’at Islam secara murni dan utuh, sesuai

dengan tuntunan agama islam itu sendiri. Muslim Ahlussunnah waljama'ah harus

memahami ajaran Islam secara keseluruhan sebagaimana Nabi dalam memahami

wahyu yang diturunkan Allah kepada-Nya. Oleh karena itu, pembahasan dari bab-

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Secara histories Ahlussunnah waljama'ah adalah ajaran yang telah ada
semasa Rosulullah masih hidup sebagaimana tergambar dalam sabdanya
”ma ana alaihi wa ashhabi”, yang pada waktu itu masih belum menjadi
sebuah maczhab, melainkan merupakan perilaku Rasul yang dapat
dijadikan patokan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran
Islam dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah.

Aswaja semula adalah sebuah pemikiran teologis yang dicetuskan oleh
ulama Timur Tengah pada abad permulaan Islam dan meyakini sebagai
pengikut Nabi Muhammad. Klaim demikian untuk merespon hadits Nabi

Muhammad SAW: satafiariqu ummaty ‘ala tsalatsatin wa sab’ina

firqotan, kuduhum fin nar, illa wahid dan yang satu itu adalah Aswaja.

Golongan i mengklaim diri sebagai Aswaja yang mengadopsi pola pikir
dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang sesuai dengan kaidah perilaku Nabi

Muhammad SAW.
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Baru setelah i*u, Imam al-Asy’ari dan Imam al-Maturidi melakukan
pe embagaan terhadap Aswaja menjadi sebuah madzhab yang kemudian
disebut madzhab Asy'ariyyah  dan Maturidivvah  atau  madzhab

Ahlussunnah weljama’ah.

(N

Dalam pandangan PKNU, Aswaja tidak saja menjadi ruh dalam
gerakannya, akan tetapi sebagai ideologi vang dapat membentuk karakter
dan sikap politik yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ahlussunnah
waljama’ah. Sikap dasar itu antara lain: Moderat (tawassuthiyvyah),
To eran (tasammuhiyah), Reformatif  (ishlahiyah), Dinamis

(tathowwuriyah,, dan Bermetode (manhajivah).

B. Saran-Saran

Islem sebagai agama rahmatan lil ‘alamin bersifat inklusif dan universal,
tidak ekslufif serta tertutup terhadap kemajuan zaman. Dalam segala aspek
kehidunan masyarakat,lslam selaluibemisaha untuk memberikanperibebasan
dan pencerahan. Olzh karena itu, agar pesan-pesan Tuhan (al-Qur’an) tetap
hidup dan bermanfaat kepada manusia dan segenap alam, maka janganlah
menjacikan Islam sebagai agama yang bersifat sempit untuk kepentingan
manusm  saja. Ka}.rcna Islam mengajarkan banyak hal termasuk tatanan

berpolitik untuk k?pentingan sebuah bangsa dan negara.
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